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Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

=

BUPATI BONE,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan vang efektif dan efisien
guna meningkatkan  kinerja  pemerintahan
dan pelavanan publik, perlu dilakukan
penyederhanaan birokrasi;

bahwa penyvederhanaan birokrasi dilakukan
melalui  penyederhanaan struktur organisasi,
penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem
kerja;

bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem
kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis,
lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme
kerja  antara  Jabatan Pimpinan  Tinggi,
Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruaf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang
Sistem Kerja Untuk Penyvederhanaan Birokrasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah  Tingkat 1I
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5  Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomeor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 647);



Menetapkan :

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7
Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomeor 181);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone

Nomeor 3);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud

dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintah daerah  yang
memimpin Pelaksanaan wurusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bone.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Kabupaten Bone.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Bone.

Asisten adalah Asisten di lingkungan Sekretariat
Daerah Pemerintah Kabupaten Bone.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah
sekelompok jabatan tinggi pratama pada instansi
pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai
ASN vang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Administrasi pada instansi
pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan
tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas
Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan
pengembangan mekanisme kerja dan proses
bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan
memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik.

Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja
organisasi yang menggambarkan alur Pelaksanaan
tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara vang
dilakukan dalam suatu sistemn dengan
mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan.

Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas
terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja
yvang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk
menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai
tambah sesuai dengan tujuan  pendirian
organisasi.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yvang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan



pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil
Negara yvang menduduki Jabatan Fungsional pada
Instansi Pemerintah.

19. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur
organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang
diangkat untuk memimpin suatu unit Kkerja
mandiri berdasarkan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

20. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang
diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi
tertentu.

21.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung
dengan ketentuan paling rendah pejabat
pengawas atau pejabat lain yang diberi
pendelegasian kewenangan.

22.Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan
sukarela Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk
melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan
Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu
sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan.

23. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
selanjutnya disingkat SPBE adalah
penyelenggaraan pemerintahan yvang
memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada
pengguna SPBE.

Pasal 2

Penyederhanaan  Birokrasi dilaksanakan  pada
Pemerintah Kabupaten Bone.

Pasal 3

Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari
Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif
dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan
SPBE.



asal 4

(1) Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui
tahapan:
a. penyederhanaan struktur organisasi;
b. penyetaraan jabatan; dan
c. penyesuaian sistem kerja.

(2) Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ meliputi Mekanisme Kerja
dan Proses Bisnis.

Pasal 5

Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan
tugas dan fungsi unit organisasi pada Instansi
Pemerintah  setelah  penyederhanaan  struktur
organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka
penyederhanaan birokrasi.

Pasal 6

Maksud dan tujuan penyesuaian sistem kerja, yaitu:

a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;

b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan
kinerja organisasi;

c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya
manusia} dan

d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi.

BAB 11
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip:

a. orientasi pada hasil;
b. kompetensi;

c. profesionalisme;

d. kolaboratif;

e. transparansi; dan
f. akuntabel.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 8

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:

a. kedudukan;

b. penugasan;

Pelaksanaan tugas;

pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas;
pengelolaan kinerja; dan

pemanfaatan teknologi informasi dan

oo Lo

komunikasi.
Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam
pengaturan alur Pelaksanaan tugas Pegawai
Aparatur Sipil Negara setelah dilakukan
penyederhanaan struktur organisasi dan
penyetaraan jabatan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 9

Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator atau Pejabat Pengawas.

Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk
memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi
Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Penentuan kedudukan dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disesuaikan dengan struktur organisasi
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

Pasal 10

Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang
Penempatan Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana yang ditetapkan oleh Bupati.



Pasal 11

Rincian kedudukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penugasan

Pasal 12

(1) Dalam Pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan
Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau
dalam tim kerja dengan mengedepankan
profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi
berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

(2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
yang berasal dari dalam satu unit organisasi,
lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi
Pemerintah.

(3) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari
lintas Unit Organisasi dan/atau lintas instansi
pemerintah, Pejabat Fungsional atau Pelaksana
yvang berperan sebagai ketua tim diutamakan
berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 13

(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
dilakukan melalui penunjukan dan/atau
pengajuan sukarela.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penugasan langsung kepada Pejabat
Fungsional atau Pelaksana oleh Pejabat Penilai
Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk
melaksanakan kinerja tertentu.

(3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penugasan Pejabat Fungsional
atau Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari
Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk
melaksanakan kinerja tertentu.

(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau
Pimpinan Unit Organisasi.



Pasal 14

Rincian Penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Tugas

Pasal 15

(1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan
Pelaksana meliputi Pelaksanaan tugas yang
bersifat dalam unit organisasi, lintas wunit
organisasi, dan lintas Instansi Pemerintah.

(2) Rincian dan tata cara Pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 16

Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ditugaskan
secara individu melaporkan Pelaksanaan tugasnya
secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 17

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan
tugas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang
berperan sebagai anggota tim melaporkan
Pelaksanaan tugas kepada ketua tim.

(2) Pejabat Fungsional dan Pelaksana yvang berperan
sebagai ketua tim melaporkan Pelaksanaan tugas
tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi secara
berkala.

(3) Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu
berwenang untuk meminta laporan kepada ketua
tim dan/atau anggota tim kerja.

Pasal 18

Rincian pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keenam
Pengelolaan Kinerja

Pasal 19

(1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan
Pelaksana baik yang bekerja secara individu
maupun dalam tim kerja, terdiri atas:

a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan
dan Klarifikasi ekspektasi;

b. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan
kinerja yang meliputi pendokumentasian
kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan
dan pengembangan kinerja pegawai,

c. penilaian kinerja vang meliputi evaluasi
kinerja pegawai; dan

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang
meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

(2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanganyanb mengatur mengenai
pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan
Pelaksana.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

(1) Pemerintah Kabupaten Bone mengutamakan
layanan administrasi pemerintahan berbasis
elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE
yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa aplikasi umum berbagi pakai.

Pasal 21

(1) Bupati memastikan setiap Unit Organisasi
menggunakan aplikasi umum berbagi pakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

(2) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam mendukung sistem kerja
dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE

Pemerintah Kabupaten Bone.
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BAB III
PROSES BISNIS

Pasal 22

(1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi
Pemerintah Kabupaten Bone untuk
menggambarkan hubungan kerja yvang efektif dan
efisien antar unit organisasi.

(2) Untuk Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 21,
Pemerintah Kabupaten Bone melakukan
perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis.

(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis
melalui reviu dan evaluasi dapat dilakukan
dengan penyesuaian standar operasional
prosedur.

(4) Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan terhadap:

a. peta subproses;

b. peta relasi;

c. peta lintas fungsi; dan/atau

d. peta level 1 dan turunannya, sesuai dengan
metode vang digunakan.

(5) Tata cara penyusunan peta proses bisnis
Pemerintah  Kabupaten Bone  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan avat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB 1V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Unsur bagian organisasi sekretariat daerah dan
kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia melaksanakan peran dukungan bagi
percepatan Pelaksanaan Penyesuaian Sistemn Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Bupati  berkoordinasi dengan menteri vang
menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri dalam pelaksanaan Penyesuaian Sistem
Kerja.



S22 4

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku  pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
— tanggal, 3 Februari 2023
/ y P4
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG SISTEM KERJA UNTUK
PENYEDERHANAAN  BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari program
prioritas kerja Presiden di bidang reformasi birokrasi untuk
mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan
terpercaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. Penyederhanaan
Birokrasi tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan
mengalihkan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional,
namun juga dilakukan melalui perubahan sistem kerja.
Perubahan vang dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja
melalui  penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi
sistem kerja wvang semula berjenjang dan silo sehingga
mengakibatkan lambannya pengambilan keputusan berubah
menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis. Bentuk dari
transformasi sistem kerja tersebut menckankan pada kerja tim
yvang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata kelola
pemerintahan digital. Dukungan tata kelola pemerintahan
tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan
vang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian kinerja
bersama, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Transformast Organisast untuk Mencapai Kinerja Bersama

Selanjutnya, implementasi penyederhanaan  birokrasi
dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penyederhanaan struktur
organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
Pelaksanaan tahapan penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui
penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis dengan
memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem
pemerintahan berbasis elektronik merupakan dukungan penting
yang akan mendorong pencapaian transformasi yang dilakukan.

Pada akhirnya, penyesuaian sistem kerja tersebut
mendorong terwujudnya organisasi yang fleksibel dan berorientasi
pada hasil, yang mengedepankan profesionalitas, transparansi
dan kompetensi. Dalam mendukung optimalisasi penerapan
sistem kerja ini dibutuhkan kolaborasi antar dan intra unit
organisasi sehingga akan mendorong terwujudnya kualitas output
yang akuntabel. Dalam memenuhi kebutuhan atas kolaborasi
tersebut, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat ditugaskan
baik itu di dalam unit organisasi maupun antar unit organisasi,
sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.

- » - .
kalaboratif n
\

Jleksibei dun

H tirrt esfra ™ T, ek P i dapat ditugaskan lintas unit *tim kerja

Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik -

Gambar 2. Mekanisme Kerja yang lincah dan flexibel



Sistem Kkerja setelah penyederhanaan birokrasi selain
berorientasi pada hasil juga harus tetap memperhatikan proses.
Atas proses-proses yang dinilai menghambat pencapaian hasil
diperlukan rekayasa ulang. Setiap pegawai didalam sistem kerja
tersebut diharapkan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan
cekatan dalam menanggapi permasalahan baik dari internal
maupun external organisasi. Penjelasan lebih rinci mengenai
sistern kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan
birokrasi disampaikan sebagaimana tertuang pada sistematika
pedoman.

2. Sistematika Pedoman

Pedoman Sistemn Kerja pada Instansi Pemerintah untuk

Penyederhanaan Birokrasi ini disusun dalam tiga bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang serta sistematika
pedoman.

2. Bab II Penyesuaian Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi yvang memuat mekanisme
kerja vaitu penyesuaian kedudukan, penugasan, dan
pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional
dan Pelaksana.

3. Bab III Penutup, memuat ringkasan Pedoman Sistem Kerja
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

BAB II

PENYESUAIAN SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

Penyesuaian sistem kerja dilakukan setelah penyederhanaan
struktur organisasi dan penyetaraan jabatan guna mewujudkan
organisasi yang lebih sederhana dan lebih lincah. Penyesuaian sistem
kerja dimaksud meliputi penyesuaian mekanisme kerja dan proses
bisnis.

A. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi
yang menggambarkan alur Pelaksanaan tugas pegawai Aparatur
Sipil Negara dalam instansi pemerintah yang dilakukan dalam
suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian,
dan/atau keterampilan. Dengan penyederhanaan birokrasi, setiap
unit organisasi terdiri dari 2 level struktur dan tim kerja yang
terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Tim
kerja terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau
Pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit organisasi atau jika
dibutuhkan dapat berasal dari lintas Instansi Pemerintah.
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Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk tim kerja
dapat dipimpin oleh Ketua Tim.

Penyederhanaan struktur pada beberapa unit organisasi
masih dimungkinkan untuk memiliki lebih dari 2 (dua) level
struktur. Pengecualian ini dilakukan pada unit organisasi dengan
kriteria  sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi DBirokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi.

Mekanisme kerja paska penyederhanaan struktur organisasi
disesuaikan dengan strategi dari Pejabat Level 1 dan/atau Pejabat
Level 2. Pejabat-pejabat tersebut memastikan kesiapan dukungan
infrastruktur, tata kelola dan sumber daya vang optimal, serta
memastikan kolaborasi dan sinergitas Pelaksanaan tugas yang
ada. Adapun mekanisme kerja paska penyederhanaan struktur
organisasi terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

i. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memastikan
bahwa kinerja organisasi dapat dilakukan secara sistematis
serta logis untuk mencapai tujuan dengan hasil konkrit
adalah rencana kerja. Kegiatan yang dilaksanakan pada
tahapan perencanaan di antaranya:

a. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan
strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat
Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Pejabat
Level 2 oleh Pejabat Level 1.

b. Perumusan strategi Pelaksanaan pencapaian target kinerja
oleh Pejabat Level 2 vyang terdiri dari penentuan
Pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu,
penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas Ketua Tim.

c. Penyusunan rencana Pelaksanaan kegiatan dan anggaran
untuk pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional
dan Pelaksana.

ii. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan

kegiatan dan anggaran dijalankan sesuai dengan rencana,

dengan rincian:

a. Penyusunan rincian Pelaksanaan kegiatan, pembagian
peran dan Pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional
dan Pelaksana.
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b. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik
atas Pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Level 2 dan/atau
Ketua Tim.

c. Penyampaian hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat
Level 2.

iii. Tahapan Evaluasi

Tahapan Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan hasil
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan.
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan evaluasi adalah reviu
atas hasil Pelaksanaan tugas Tim Kerja atau individu oleh
Pejabat Level 2 dan Pejabat Level 1. Pelaksanaan kegiatan
dinyatakan selesai setelah Pejabat Level 1 menerima hasil
Pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan
target vang diharapkan.

Mekanisme kerja sebagaimana dijelaskan di atas dapat
diilustrasikan dalam gambar 3.
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Gambar 3. Alur Pelaksanaan Tugas Dalam Mekanisme Kerja pada Instansi
Pemerintah untitk Penyederhanaan Birokrasi
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B. Penyesuaian yang Diperlukan untuk Mendukung Mekanisme
Kerja

Pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja pada Instansi

Pemerintah wuntuk penyederhanaan birokrasi membutuhkan
beberapa penyesuaian, di antaranya:

1%

Penentuan Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja. Pejabat
Penilai Kinerja merupakan atasan langsung dari Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dengan ketentuan jabatan paling
rendah adalah jabatan pengawas atau jabatan lain yang diberi
pendelegasian wewenang.

Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana

Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat ditugaskan secara
individu atau tim kerja untuk membantu Pelaksanaan tugas
Pimpinan Unit Organisasi. Pimpinan Unit Organisasi
merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional
yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Penugasan tersebut, dapat berupa penugasan langsung atau
pengajuan sukarela kepada Pimpinan Unit Organisasi.
Penugasan dapat dilakukan dalam unit organisasi atau antar
unit organisasi.

Penyesuaian dan pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas
Penyesuaian dan pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas
Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat dilakukan dalam tim
kerja atau individu. Tim kerja dapat terdiri dari satu jenis atau
lebih Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Di dalam tim kerja
dapat ditunjuk seorang Ketua Tim. Pertanggungjawaban
Pelaksanaan tugas dilakukan kepada Pejabat Penilai Kinerja
maupun Pimpinan Unit Organisasi.

Penjelasan terperinci mekanisme kerja pada Instansi

Pemerintah untuk penyederhanaan birckrasi adalah sebagai
berikut:

1.

Kedudukan

Kedudukan merupakan penempatan posisi pegawai
Aparatur Sipil Negara dalam struktur organisasi sebagai basis
pemberian tugas dan tanggung jawab jabatan. Dengan
penyesuaian sistem kerja perlu diberikan pedoman mengenai
kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam unit
organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten DBone.
Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana ditentukan
berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan
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yang sesuai dan diperlukan untuk mencapai kinerja unit
organisasi.

Adapun kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam
unit organisasi pada Instansi Pemerintah dapat dijelaskan
sebagai berikut:

4.

Kedudukan merupakan penggambaran posisi kedudukan
Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam struktur
organisasi Instansi Pemerintah dengan Pejabat Penilai
Kinerja sebagai atasan langsung, yang tergambarkan
dalam struktur organisasi dan tata kerja masing-masing
Instansi Pemerintah.

Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada
huruf a) dapat merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau
Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu
unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
dilakukan melalui proses perencanaan dan dengan
mempertimbangkan rentang kendali dan beban tugas
organisasi.

Penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
dalam suatu unit organisasi pada Instansi Pemerintah
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
pada unit organisasi terbagi dalam beberapa kondisi sebagai
berikut:

a.

Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat
Penilai Kinerja

2) Pejabat Pimpinan Administrator sebagai Pejabat Penilai
Kinerja

3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat
Penilai Kinerja dengan tidak memiliki Pejabat
Administrator

Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator

1) Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2) Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja
dengan tidak memiliki Pejabat Pengawas

Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas

Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional

Unit organisasi vang masih memiliki lebih dari dua level

struktur
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Unit Organisasi Sekretariat Daerah

1)

Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2) Asisten sebagai Pejabat Penilai Kinerja

3)

Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Adapun penjelasan terperinci dari masing-masing unit
organisasi adalah sebagai berikut:

Unit organisasi vang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama

a.

1)

2)

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat
Penilai Kinerja

PEJABAT RIMPINAN
TINGGI PRATAMA

I ]
PEIABAT PEIAEAT
ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR

KELOMPOK JFDAN
PELAKSANA

Gambar 4. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat
Penilai Kinerja

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan
Pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Level I yang
berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

Contoh organisasi yang dapat menerapkan
penggambaran seperti ini adalah badan, dan
inspektorat kabupaten yang dipimpin oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang berperan sebagai
pejabat penilai kinerja.

Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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Gambar 5. Orgaﬁfsasi yang dipimpin oleh
Pejabat Pimpinan Tingg: Pratama dengan Pejabat Administrator
sebagal Pejabat Penilai Kinerja
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Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan
Pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat
Pimpinan Administrator sebagai Pejabat Level II yang
berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

Contoh organisasi yang dapat menerapkan
penggambaran seperti ini adalah:

Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis) yang
rentang kendali yvang terlalu luas dan beban tugas
organisasi yang besar dapat menempatkan Pejabat
Fungsional dan pelaksana untuk berkedudukan di
bawah Pejabat Administrator.

b. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator

1)

Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

PEIABAT
ADMINISTRATOR

PEIABAT PENGAWAS PEIABAT PENGAWAS

e A A
ma KELOMPOK JF DAN nmi
PELAKSANA -

Gambar 6. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator
dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan
Pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat
Administrator sebagai Pejabat Level 1 yang berperan
selaku Pejabat Penilai Kinerja

Contoh organisasi yang dapat menerapkan

penggambaran seperti ini adalah:

a) Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis atau
instansi vertikal) yang dipimpin oleh Pegjabat
Administrator yang berperan sebagai pejabat penilai
kinerja; dan

b) Organisasi pada Kecamatan dengan dengan Pejabat
Penilai Kinerja adalah Camat.
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2) Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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Gambar 7. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator
dengan Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja
Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan
Pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat
Pengawas sebagai Pejabat Level Il yang berperan selaku

Pejabat Penilai Kinerja.

Contoh organisasi yang dapat menerapkan
penggambaran seperti ini adalah:

Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis atau instansi
vertikal) yang rentang kendali yang terlalu luas dan
beban tugas organisasi vang besar dapat
menempatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana
untuk berkedudukan di bawah Pejabat Administrator.

c. Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas
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Gambar 8. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pengawas dengan
Pejabat Pengaiwas sebagai Pejabat Penilai Kinerja
Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana
berkedudukan berada di bawah Pejabat Pengawas sebagai
Pejabat Level I yang berperan selaku Pejabat Penilai
Kinerja.
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Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran

seperti ini adalah:

1) Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis atau instansi
vertikal) vang dipimpin oleh Pejabat Pengawas vang
langsuing membawahi Pejabat Fungsional; dan

2) Organisasi pada Kelurahan dengan dengan Pejabat
Penilai Kinerja adalah Lurah.

Unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional

PEJABAT
FUNGSIONAL
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Gambar 9. Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional dengan
Pejabat Fungsional sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana
berkedudukan berada di bawah Pejabat Fungsional
sebagal pimpinan unit organisasi yang berperan selaku
Pejabat Penilai Kinerja

Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran
seperti ini adalah:

Unit kerja mandiri (Unit pelaksana teknis) yang dipimpin
oleh Pejabat Fungsional vang diangkat untuk memimpin
unit kerja mandiri vang langsung membawahi Pejabat
Fungsional.

Unit organisasi vang masih memiliki lebih dari dua level
struktur.

Instruksi penyederhanaan birokrasi adalah menyisakan
dua level struktur, vang artinya unit organisasi yang
masih memiliki lebih dari dua level struktur dikarenakan
adanya pengecualian atau sementara waktu belum dapat
disederhanakan. Atas unit organisasi tersebut bilamana
kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana
ditempatkan di bawah pejabat level 1 atau pejabat level 2
maka pejabat level 3 dan/atau pejabat level 4 menjadi
pelaksana  koordinasi pelaksanaan tugas Pejabat
Fungsional dan pelaksana seperti ketua tim.
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1) Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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Gambar 10. Organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja




Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana

Kinerja.

2) Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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Gambar 11. Organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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Pada struktur di atas maka Kelompok JF dan Pelaksana berkedudukan berada di bawah Asisten Daerah yang berperan selaku Pejabat Penilai
Kinerja.

3) Kepala Bagian (Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten) sebagai Pejabat Penilai Kinerja

SEKRETARIS DAERAH

1 I
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Gambar 12. Organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan Kepala Bagian (Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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Pada struktur di atas maka Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana berkedudukan berada
di bawah Kepala Bagian yang berperan selaku Pejabat
Penilai Kinerja.

2. Penugasan

Atas usulan dari Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Penilai
Kinerja menugaskan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk
membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Organisasi.
Penugasan tersebut dilakukan setelah penetapan kedudukan
Pejabat Fungsional dan pelaksana.

Penugasan tersebut dilakukan baik dalam unit organisasi
atau lintas unit organisasi. Apabila diperlukan, penugasan
dapat dilakukan lintas instansi pemerintah. Pejabat
Fungsional dan/atau pelaksana tersebut diberikan surat
penugasan dan/atau bukti penugasan tertulis lainnya yang
berbentuk fisik ataupun elektronik.

Adapun penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam
unit organisasi pada Instansi Pemerintah dapat dijelaskan
sebagai berikut:

a. Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana diberikan
oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi
baik secara individu ataupun dalam tim kerja dengan
mempertimbangkan  kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan dan mengedepankan  profesionalisme,
kompetensi, dan kolaborasi;

b. Pimpinan Unit Organisasi dapat merupakan Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat
Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk
memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam tim
kerja dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis Jabatan;

d. Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk
melaksanakan tugas di bawah Pimpinan Unit Organisasi
ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan atas
usulan dari Pimpinan Unit Organisasi;

e. Seperti halnya kedudukan, penugasan Pejabat Fungsional
dan pelaksana dilakukan melalui proses perencanaan
berdasarkan beban kerja; dan

f. Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat terlibat untuk
melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) target kinerja, baik
berupa tugas rutin atau tugas insidental yang
dilaksanakan dalam waktu tertentu.
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Pola penugasan dapat digambarkan dengan struktur
penugasan. Atas pertimbangan tertentu, Pimpinan Unit
Organisasi dapat pula berperan sekaligus sebagai Pejabat
Penilai Kinerja. Beberapa contoh penggambaran struktur
penugasan dalam satu unit organisasi adalah sebagai berikut:
a. Struktur penugasan pada unit organisasi dengan dua level

struktur, dengan Pejabat level I sebagai Pejabat Penilai

Kinerja dan Pejabat level II sebagai Pimpinan Unit

Organisasi
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Gambar 13. Struktur penugasan pada unit organisasi dengan dua level
struktur, dengan Pejabat level I sebagai Pejubat Penilai Kinerja dan
Pejabat level Il sebagai Pimpinan Unit Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas akan berlaku beberapa

ketentuan sebagai berikut:

- Pejabat Level 1 akan menetapkan kinerja Pejabat Level 11

- Penilaian kinerja JF dan pelaksana dilakukan oleh
pejabat level [ selaku Pejabat Penilai Kinerja

- Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima penugasan
dari Pejabat level 1T selaku pimpinan unit organisasi

Struktur penugasan dengan kondisi di atas diterapkan

pada beberapa unit organisasi di antaranya adalah:

1) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin
oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi
dengan 2 Level Struktur, JPT Pratama sebagai Pejabat
Penilai Kinerja dan Pejabat Administrator sebagai
Pimpinan Unit Organisasi).

2) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin
oleh Jabatan Administrator Unit Organisasi dengan 2
Level Struktur, Pejabat Administrator sebagai Pejabat
Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai Pimpinan
Unit Organisasi).
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b. Struktur penugasan pada unit organisasi dengan dua level
struktur, dengan Pejabat Level II sebagai Pejabat Penilai
Kinerja sekaligus sebagai Pimpinan Unit Organisasi

|
PEIABAT PENILAI | | PEJABAT PENILAI

KINERIA
KINERJA » 0
DAN PIMPINAN () ( - )DAN Fgm:mm
UNIT

ORGANISASI

ORGANISASI

Hl“]iu“'
KELOMPOK JF DAN
PELAKSI)RNAI oy iial

st

Gambar 14. Struktur penugasan pada unit organisasi dengan dua level
struktur, dengan Pejabat level Il sebagai Pejabat Penilai Kinerja
sekaligus sebagai Pimpinan Unit Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa

ketentuan sebagai berikut:

- Pejabat Level | akan menetapkan kinerja Pejabat Level 11

- Pejabat Level II akan memberikan penilaian kinerja
sekaligus memberikan penugasan bagi Pejabat
Fungsional dan pelaksana.

- Pejabat Level IT berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja
sekaligus selaku pimpinan unit organisasi.

Struktur penugasan dengan kondisi di atas diterapkan
pada beberapa unit organisasi di antaranya adalah
mekanisme kerja pada unit organisasi yang dipimpin oleh
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi dengan
2 Level Struktur, Pejabat Administrator sebagai Pejabat
Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi).

c. Struktur penugasan pada unit organisasi dengan satu
level struktur

PEJABAT PENILAI
4B KINERIA
(%) pan PiMPINAN

UNIT
ORGANISASI

PELAKSANA
i
NN EI

N WA
IEEEEEENENANERE!
NN N AN

Gambar 15. Struktur penugasan pada unit organisasi
dengan satu level struktur
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Dalam struktur penugasan di atas akan berlaku beberapa

ketentuan sebagai berikut:

- Pejabat Level I akan memberikan penilaian kinerja
sekaligus memberikan penugasan bagi Pejabat
Fungsional dan pelaksana.

- Pejabat Level I berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja
sekaligus selaku pimpinan unit organisasi.

Struktur penugasan dengan kondisi di atas diterapkan

pada beberapa unit organisasi di antaranya adalah:

1) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin
oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi
dengan 1 Level Struktur, JPT Pratama sebagai Pejabat
Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi).

2) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin
oleh Pejabat Administrator (Unit Organisasi dengan 1
Level Struktur, Pejabat Administrator sebagai Pejabat
Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi).

3) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin
oleh Pejabat Pengawas (Unit Organisasi dengan 1 Level
Struktur, Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai
Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi).

4) Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin
oleh Pejabat Fungsional (Unit Organisasi dengan 1
Level Struktur, Pejabat Fungsional sebagai Pejabat
Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi).

d. Struktur penugasan pada sekretariat daerah, dengan

Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan

Asisten Daerah sebagai Pimpinan Unit Organisasi

SEMRETARIS DAERAH | o T

KebiKiata - JFT Bratam (18} || | Pejabat Penilal Kinerja
i
B ...
PCISTEN DAERAH 1 o I’ ) ASISTEN DAERAH
Rt JRT Plartara 110) .8 Pimpinan Unit Organisasl E Kakols - JBT Bratoms |18
:_.__I_________________________________._________[__._'
! 1
| ] I
| 1
| 1
| 1
| 1
KEPALA BAGIAN : KERPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN : HEPALA BAGLAN
KabuKola - Admaristiatar | Kanmola | Admrsieer Fab/Kals - Adminstrat I Kab/Kla : Adrmirssraka
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

e KELOMPOK JF DAN
s PELAKSANA 7

Gambar 16. Struktur penugasan pada sekretariat daerah, dengan Sekretaris
Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Asisten Daerah sebagai
Pimpinan Unit Organisasi
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Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa

ketentuan sebagai berikut:

- Sekretaris Daerah akan menetapkan kinerja Asisten
Daerah.

- Penilaian kinerja JF dan pelaksana dilakukan oleh
Sekretaris Daerah selaku Pejabat Penilai Kinerja

- Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima penugasan
dari Asisten Daerah selaku pimpinan unit organisasi.

Struktur penugasan pada sekretariat daerah, dengan
Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala
Bagian sebagai Pimpinan Unit Organisasi.
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Gambar 17. Struktur penugasan pada sekretanat daerah, dengan Asisten
Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala Bagian sebagai
Pimpinan Unit Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa

ketentuan sebagai berikut:

- Asisten Daerah akan menetapkan Kkinerja Kepala
Bagian.

- Penilaian kinerja JF dan pelaksana dilakukan oleh
Asisten Daerah selaku Pejabat Penilai Kinerja

- Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima penugasan
dari Kepala Bagian selaku pimpinan unit organisasi.
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Struktur penugasan pada sekretariat daerah, dengan
Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan
Pimpinan Unit Organisasi.
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Gambar 18. Struktur penugasan pada sekretariat daerah, dengan Kepala
Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi

Dalam struktur penugasan di atas, akan berlaku beberapa

ketentuan sebagai berikut:

- Asisten Daerah akan menetapkan kinerja Kepala
Bagian.

- Kepala Bagian akan memberikan penilaian kinerja
sekaligus memberikan penugasan bagi Pejabat
Fungsional dan pelaksana.

- Kepala Bagian berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja
sekaligus selaku pimpinan unit organisasi.

Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana yang
tergambarkan dalam struktur penugasan merupakan
sekumpulan tim kerja dan/ atau individu yang ditugaskan
oleh Pimpinan Unit Organisasi untuk mencapai tujuan
dan kinerja organisasi. Penugasan dalam tim kerja dan/
atau individu oleh Pimpinan Unit Organisasi kepada
Pejabat Fungsional dan pelaksana tersebut merupakan
strategi dari Pimpinan Unit Organisasi dalam mencapai
kinerjanya.
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Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana baik secara
individu atau dalam tim kerja dilakukan melalui dua cara
yaitu:

a. Penunjukan

Penunjukan merupakan cara penugasan Pejabat
Fungsional dan pelaksana langsung dari Pejabat Penilai
Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk
melaksanakan kinerja tertentu. Penunjukan dapat
dilakukan di dalam unit organisasi atau lintas unit
organisasi. Namun demikian, jika dipandang perluy,
penugasan baik secara individu maupun tim kerja dapat
melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana vyang
berasal dari lintas instansi.

1) Mekanisme penunjukan di dalam unit organisasi
Penunjukan Pejabat Fungsional dan pelaksana vang
berada di dalam unit organisasi yang sama dilakukan
langsung oleh Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan
(lustrasi pada Gambar 19).
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Gambar 19. Mekanisme penunjukan di dalam unit organisasi

2) Mekanisme penunjukan vyang bersifat lintas unit
organisasi

Penunjukan Pejabat Fungsional dan pelaksana vang

bersifat lintas wunit organisasi dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut:

a) Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja
mengirimkan surat permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana kepada Pejabat Penilai
Kinerja dituju dimana Pejabat Fungsional atau
pelaksana dimaksud berada dengan tembusan
Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan;



b)

c)

d)

€)

. a.

Terhadap surat permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana, Pejabat Penilai Kinerja
dituju dimana Pejabat Fungsional atau pelaksana
dimaksud berada, memproses dan menjawab
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana tersebut;

Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat
Fungsional atau pelaksana dimaksud berada
menyetujui pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana, maka dengan rekomendasi dari
Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Penilai Kinerja
dimana Pejabat Fungsional atau pelaksana
dimaksud berada menyusun surat penugasan
untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau
pelaksana yang sesuai dengan Kriteria yang
disampaikan pemohon di dalam surat permohonan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana;
Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat
Fungsional atau pelaksana dimaksud berada tidak
menyetujui  pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana, maka Pejabat Penilai Kinerja dimana
Pejabat Fungsional atau pelaksana dimaksud
berada menjawab surat permohonan pelibatan
tersebut dengan alasan mengapa tidak dapat
menyetujui permohonan; dan

Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab (ilustrasi pada Gambar 20).
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Permohonan Pelibatan JF dan pelaksana
Penunjukkan Jabatan Fungsional dan pelaksana lintas unit organisasi
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Gambar 20.

Mekanisme penunjukan yang bersifat lintas unit organisasi




Contoh Surat Permohonan Pelibatan Anggota
Tim Kerja 1 Orang (Lintas Unit Organisasi)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan ... . No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos ........ Telp. (0481) ............

Watampone, dd Mm YYYY

Kepada
Nomor : XXXXX Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan
Sifat : - Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran: - Kabupaten Bone
Perihal : Permohonan Pelibatan di-
Anggota Tim Kerja Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023, dengan ini
kami mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas nama :

Nama HD.6.9:0.90:0.0.0.9:9.9.9.9.¢

Pangkat : XoooXxxXxXXXXXXX

NIP D.6:0:6:0:0:0:0.0:0.0.0:0.¢
Jabatan : Xsoooooxxxxxx

untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja sub kegiatan tersebut

di atas dari tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, atas perkenaannva diucapkan terima

kasih.

a.n. BUPATI BONE
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum,

H. A. Yusuf, S.IP., M.H.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19690905 198903 1 005




Contoh Surat Permohonan Pelibatan Anggota
Tim Kerja Lebih I Orang (Lintas Unit Organisasi)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGEKAT DAERAH
Jalan ................... No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos ........ Telp. (0481) ............

Watampone, dd Mm YYYY

Kepada
Nomor : XxXxxx Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan
Sifat D - Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran: - Kabupaten Bone
Perihal :Permohonan Pelibatan di-
Anggota Tim Kerja Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023, dengan ini
kami mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas Pegawai Negeri
Sipil sebanyak ..... (sossasinss ) orang (daftar terlampir) untuk ditugaskan
menjadi anggota tim kerja pelaksana sub kegiatan tersebut di atas
dari tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan

terima kasih.

a.n. BUPATI BONE
Sekretaris Daerah
u.b.

Asisten Administrasi Umum,

H. A. Yusuf, S.IP., M.H.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19690905 198903 1 005

Tembusan:
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Contoh Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja
Lebih 1 Orang (Lintas Instanst)

Lampiran Surat Asisten Administrasi Umum
Nomor
Tanggal :

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIAJUKAN IZINNYA
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA
SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA

TAHUN ANGGARAN ........
. Rencana Penugasan
No. . Nama/Pangkat/Nip Jabatan Dalam Tim .
1. | XXXXRXXXXKX Kepala Bidang ........... Anggota  Sekretariat |
Pembina Tim
| Nip. XXRERRHIIIHK
2. | Xsooooomxx Kepala Subbagian ........... Anggota Tim
Penata Tk.1
Nip. Xoooooooooo
3. | Xxxmxsxxxxx Analis ....oouveee Anggota Tim
Penata Tk.I
| Nip. XsooooooooX

a.n. BUPATI BONE
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum,

H. A. Yusuf, S.1IP., M.H.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19690905 198903 1 005




Contoh Surat Jawaban Persetujuan
(Lintas Unit Organisasi)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jald v o No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Pos ........ Telp. (0481) ............

Nomor
Sifat

Lampiran:
Perihal

Tembusan:

Watampone, dd Mm YYYY

Kepada
¢ XXxXxXX Yth.Asisten Adminitrasi Umum
_ di-
: Jawaban Permintaan Tempat

Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara nomor : xxxxx, tanggal DD Mm YYYY,
hal Permintaan Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan
kepada Saudara bahwa pegawai atas nama :

Nama ¢ XXXXXXXKKXKKX

Pangkat : XXXXXXXXXXXXX

NIP HD.6 00 0/0:0:0:0:0:0.0:0:4
Jabatan : XXXXXXXXXXXXX

disetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana
sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dari

tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

KEPALA BADAN

Pangkat ! XXXXXXXXXX
Nip :



Contoh Surat Jawaban Tidak Setuju
Lintas Unit Organisasi
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PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jald v o No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Pos ........ Telp. (0481) ............

Nomor
Sifat

Lampiran:
Perihal

Tembusan:

Watampone, dd Mm YYYY

Kepada
¢ XXxXxXX Yth.Asisten Adminitrasi Umum
_ di-
: Jawaban Permintaan Tempat

Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara nomor : xxxxx, tanggal DD Mm YYYY,
hal Permintaan Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan
kepada Saudara bahwa pegawai atas nama :

Nama ¢ XXXXXXXKKXKKX

Pangkat : XXXXXXXXXXXXX

NIP H 6 000 0:0:0.6:06:4:0:4

Jabatan : XXXXXXXXXXXXX
Tidak menyetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja
pelaksana sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana,
berhubung adanya kegiatan mendesak yang harus dilaksanakan

pada waktu bersamaan.

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

KEPALA BADAN

XAXKARKRXRNKKE
Pangkat ! XXXXXXXXXX
Nip P 6 0 0.0:0:0:0:0:0 4




Contoh Surat Penugasan (Lintas Unit Ornganisast)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGKAT DAERAH

Menimbang:

Dasar

Kepada

Untuk

Tembusan:

................ No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos ........ Telp. (0481} ............
SURAT TUGAS
Nomor: .o
bahwansnansrnay: snnainsaanaineny suniasanssnns
|57z 10 7= RN
. Peraturan Bupati Bone Nomor ...... Tahun 2023 tentang Sistem

Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone.

. Surat Asisten Administrasi Umum Nomor ...... Tanggal ... ... ....

Hal Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan ini:

MENUGASKAN

Nama D, 6:0:6:0:0:0:0:0:9.¢.6.9.¢
Pangkat | Xxoooooooxxx
NIP HD.6:9:0.0.:0.9:0:9.9.0.0:9.
Jabatan @ XXXXXXXXXXXXX

. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah

Tugas untuk menjadi anggota tim pelaksana Fasilitasi Pelayanan
Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023.

. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ............ hingga ............ 5

dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara berkala.

. Selama menjalankan tugas dimaksud, vang bersangkutan tetap

harus memenuhi target kinerjanya pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Watampone
pada tanggal, ..... cooeviviiiien ceinnn

KEPALA BADAN
XARRRAXRNRARNR

Pangkat : XXxxsxxxxx
Nip T XEXXXXXXXX




Contoh Surat Penugasan Lebih 1 Orang

(Lintas Unit Crganisasi)

Jalan .....

PEN[ERINTAI'{ KAB'[}PATEN BONE
NAMA PERANGKAT DAERAH

Menimbang: a.
b.
Dasar = |
2
Kepada z L.

.............. No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos ........ Telp. (0481) ............
SURAT TUGAS
INOTBEY wvsceumnmsmovamsn
DA cosmmmimmmammspains sy s s ea e o m e S iaia TS SR S SR
BABWE v smess S e s S PR e
. Peraturan Bupati Bone Nomor ...... Tahun 2023 tentang Sistem

Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone.

. Surat Asisten Administrasi Umum Nomor ...... Tanggal ... ... ....

Hal Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan ini:

MENUGASKAN

Nama HD.6:9:6:0.9:9.0.:9.0.0.9:9.4
Pangkat ;| XXxXxXxXxxsxxx
NIP HD,6:0.9.0:9.0:0:0.9.¢.9.9.¢
Jabatan @ XXXXXXXXXXXXX

. Nama HD.619:9.0.9:9.9.9.9.9.9.9.4

Pangkat | Xzxoooooooomxx
NIP 1D, 6:9:9:9.9:9:9.9.:0:9.9.:9:¢
Jabatan : XXXXXXXXXXXIX

. dst.

Untuk i i

Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah
Tugas untuk menjadi anggota tim pelaksana Fasilitasi Pelayanan
Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023.

. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ............ hingga ............ .

dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara berkala.

. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan tetap

harus memenuhi target kinerjanya pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Tembusan:

Dikeluarkan di Watampone
pada tanggal, ..... ccoiiiiiins ceinnnn

KEPALA BADAN

p&isieieieisielslbieiei0ie ]
Pangkat : XXXXXXXXXX
Nip 1 XEXXXXXKXX




Contoh Keputusan Pembentukan Tim Kerja

(Lintas Unit Organisasi)

BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR ....... TAHUN .......

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI PELAYANAN PUBLIK
DAN TATA LAKSANA LINGKUP PEMERINTAH KABUFPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN ......

BUPATI BONE,
Menimbang : a. bahwa ..........oeenvnnnne :

Mengingat § Lo cosesssensessoss ;
2. e, ;
B e ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU ¢ Membentuk Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan

Tata Laksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone

Tahun Anggaran ........ , dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
adalah sebagai berikut:

Pengarah : Memberikan arahan dan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas tim.

Penanggung Jawab : a. memberikan pertanggungjawaban

secara umum pelaksanaan kegiatan.
b. melakukan koordinasi dalam hal
penentuan kebijakan pelaksanaan

tugas tim.
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KETIGA :  Pelaksanaan tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
Pemberi Kerja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone bersumber pada APBD
Kabupaten Bone Tahun Anggaran ........

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, ... ..o

BUPATI BONE,

Tembusan Kepada Yth :



s

Contoh Lampiran Keputusan Pembentukan Tim Kerja
{Lintas Unit Crganisasi)

No.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BONE

NOMOR ...... TAHUN ....

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN
TATA LAKSANA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN ......

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA
SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA

Nama/Pangkat/Nip

TAHUN ANGGARAN ..........

Jabatan

Rencana Penugasan
Dalam Tim

P59’ 5.0°5.9'0.4
Pembina
Nip, XsoooooooixK

Kepala Bidang ...........

Anggota  Sekretanat
Tim

Pi%iov0 0 0 e 0 00 ¢
Penata Tk.T
Nip. XOOTOUoHEKX

Kepala Subbagian ...........

Anggota Tim

pbovececesd
Penata Tk.1
Nip. XX RHHIKX

Analis ...........

BUPATI BONE,

Anggota Tim




Contoh Keputusan Pembentukan Tim Kerja
(Lintas Unit Organisast)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan ................... No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos ........ Telp. (0481) ............

KEPALA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR ....... TAHUN .......

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI PELAYANAN PUBLIK
DAN TATA LAKSANA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Menimbang : a. bahwa ..........coceoeenens :
b. Dbabwia ..o :
c. dan seterusnya .......... :
Mengingat @ 1. ... :
0 A ——— E
I =
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU . Membentuk Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan

Tata Laksana Lingkup Pemerintah  Kabupaten Bone
Tahun Anggaran ......... , dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA ¢ Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
adalah sebagai berikut:
Pengarah : Memberikan arahan dan melakukan
pengawasan  terhadap  pelaksanaan

tugas tim.
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Penanggung Jawab : a.memberikan pertanggungjawaban
secara umum pelaksanaan kegiatan.
b. melakukan koordinasi dalam hal
penentuan kebijakan pelaksanaan
tugas tim.
KETIGA :  Pelaksanaan tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
Pemberi Kerja.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone bersumber pada APBD
Kabupaten Bone Tahun Anggaran .......
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, .... ccoviiiiiiiiiiis ceanann

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Tembusan Kepada Yth :
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Contoh Lampiran Keputusan Pembentukan Tim Kerja

(Lintas Unit Organisasi)
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR ...... TAHUN ........
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
FASILITASI PELAYANAN FPUBLIK DAN
TATA LAKSANA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN .....

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA
SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA

TAHUN ANGGARAN ......
No. Nama/Panglkat /Nip Jabatan Resresain Pem:lgasa.u
Dalam Tim
1. | Xoooooooox Kepala Bidang ........... Anggota  Sekretanat
Pembina Tim
Nip, XsoooooooixK
2. | Xooooooooom Kepala Sub Bagian ........... Anggota Tim
Penata Tk.T
Nip. XOOTOUoHEKX
3. | XoooooooooK Analis ........... Anggota Tim
Penata Tk.1
Nip. XoOmxRHHIRK

KEPALA PERANGKAT DAERAH,
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Mekanisme penunjukan yang bersifat lintas instansi

Penunjukan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang
bersifat lintas instansi dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

a)

b)

d)

Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja terlebih
dahulu mengirimkan surat permohonan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana kepada Pejabat
yang Berwenang dengan tembusan Pejabat Penilai
Kinerja bersangkutan di instansinya;
Apabila Pejabat yang Berwenang sefuju atas
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana dari instansi lain maka kemudian
Pejabat yang Berwenang tersebut mengirimkan
surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau pelaksana tersebut kepada Pejabat yang
Berwenang instansi yang dituju;
Apabila surat permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana disetujui oleh Pejabat
vang Berwenang instansi yang dituju, maka Pejabat
yang Berwenang instansi yang dituju
menginstruksikan Pejabat Penilai Kinerja Pejabat
Fungsional atau pelaksana untuk menugaskan
Pejabat Fungsional atau  pelaksana vyang
bersesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan
di dalam surat permohonan pelibatan;
Terhadap instruksi untuk menugaskan Pejabat
Fungsional atau pelaksana, Pejabat Penilai Kinerja
dengan rekomendasi Pimpinan Unit Organisasi
dimana Pejabat Fungsional atau pelaksana berada
menjawab ketersediaan Pajabat Fungsional atau
pelaksana vang bersesuaian dengan kriteria yang
dibutuhkan di dalam surat permohonan pelibatan;

Apabila tersedia maka dilakukan hal sebagai

berikut:

- Pejabat Penilai Kinerja dituju mengirimkan surat
jawaban permohonan pelibatan beserta daftar
Pejabat Fungsional atau pelaksana yang
ditugaskan kepada Pejabat yang Berwenang.
Bilamana Pejabat yang Berwenang menyetujui
surat jawaban permohonan pelibatan beserta
daftar Pejabat Fungsional atau pelaksana yang
ditugaskan, Pejabat yang Berwenang
mengirimkan surat jawaban permohonan kepada
Pejabat yang Berwenang pemohon.
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- Berdasarkan surat jawaban yang telah disetujui
oleh Pejabat yang Berwenang, maka Pejabat
Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi
vang dituju menugaskan Pejabat Fungsional
atau pelaksana sesuai daftar Pejabat Fungsional
atau pelaksana yang ditugaskan untuk bekerja
sesuai pelibatan tersebut.

- Berdasarkan surat jawaban  permohonan
pelibatan maka Pimpinan Unit Organisasi akan
memberikan surat penugasan dan/atau bukti
penugasan secara tertulis untuk kemudian
disampaikan kepada Pejabat Fungsional atau
pelaksana yang ditugaskan dengan tembusan
Pejabat vang Berwenang instansi bersangkutan,
Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan, dan
Pejabat yang Berwenang instansi pemohon.

- Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima
surat penugasan untuk dilaksanakan dengan
penuh tanggung  jawab (ilustrasi pada
Gambar 21).
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Gambar 21. Mekanisme penunjukan yang bersifat lintas instanst




Contoh Surat Permohonan Pelibatan Anggota
Tim Kernja | Orang [Lintas Instansi)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan ... No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos ........ Telp. (0481) ............

Watampone, dd Mm YYYY

Kepada
Nomor  : XXXXX Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan
Sifat t- Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran: - Kabupaten Bone
Perihal : Permohonan Pelibatan di-
Anggota Tim Kerja Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023, dengan ini

kami mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas nama :

Nama D, 6:10:0:9.9.6:9.0.4.0.9:¢
Pangkat : XXXXXXXXXXXXX
NIP D, 6:6:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:4

Jabatan  Xxocoooosxssxx

untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja sub kegiatan tersebut

di atas dari tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima
kasih.

a.n. BUPATI BONE
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum,

H. A. Yusuf, S.IP., M.H.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19690905 198903 1 005

Tembusan:



Contoh Surat Permohonan Peltbatan Anggota

Tim Kerja Lebth

iy B

1 Orang (Lintas Instansi)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan ................... No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor
Sifat

Lampiran:
Perihal

Tembusan:

Kode Pos ........ Telp. (0481) ............
Watampone, dd Mm YYYY

Kepada

» Xxxxx Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan
- Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kabupaten Bone

: Permohonan Pelibatan di-

Anggota Tim Kerja Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasit
Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023, dengan ini
kami mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas Pegawai Negeri
Sipil sebanyak ..... [ccoviennane. ) orang (daftar terlampir) untuk ditugaskan
menjadi anggpta tim kerja pelaksana sub kegiatan tersebut di atas

dari tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan

terima kasih.

a.n. BUPATI BONE
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum,

H. A. Yusuf, S.IP., M.H.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19690905 198903 1 005




by

Contoh Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja
Lebih 1 Orang (Lintas Instansi)

Lampiran Surat Asisten Administrasi Umum
Nomor
Tanggal :

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIAJUKAN IZINNYA
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA
SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA

TAHUN ANGGARAN .........
' . Rencana Penugasan
No. . Nama/Pangkat/Nip Jabatan Dalam Tim
1. | Xooooooxssx Kepala Bidang ........... Anggota  Sekretariat
Pembina Tim
Nip. Xsoooooooosx
2. | Xoooooomxxx Kepala Subbagian ........... Anggota Tim
Penata Tlk.I
Nip. Xaooooooooo
3. | Xxxmxxxxxxx Analis ..ooveen, Anggota Tim
Penata Tk.I
| Nip. Xoassxxxx

a.n. BUPATI BONE
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum,

H. A. Yusuf, S.IP., M.H.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19690905 198903 1 005




Contoh Surat Jawaban Persetujuan
Lintas Instansi)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan ... No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos ........ Telp. (0481)

Watampone, dd Mm YYYY

Kepada

Nomor : Xxxxx Yth. Asisten Adminitrasi Umum
Sifat -

Lampiran: - di-
Perihal :Jawaban Permintaan Tempat
Angpgota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara nomor : xxxxx, tanggal DD Mm YYYY,
hal Permintaan Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan
kepada Saudara bahwa pegawai atas nama :

Nama D6 0 0:4:0.0:0:0:0:6:0:0:4

Pangkat : Xxxxxxxxxxxxx

NIP HD. 6 0 06 6:0:0:0.6:4:6:0:4

Jabatan : XXXXXXXXXXXXX
disetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana
sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dari
tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

KEPALA BADAN

XAHRRRKRHKKRKK
Pangkat : XXXXXXXXXX
Nip D $.0.010:0:0:0:0.0:¢

Tembusan:



Contoh Surat Jawaban Tidak Setuju
[Lintas Instansiy)

- 56 -

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

NAMA PERANGEAT DAERAH

00 7512 B NO. oo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor
Sifat

Lampiran:
Perihal

Kode Pos ........ Telp. (0481) ............

Watampone, dd Mm YYYY

Kepada
T XXXXX Yth. Asisten Adminitrasi Umum
_ di-
: Jawaban Permintaan Tempat

Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara nomor : xxxxx, tanggal DD Mm YYYY,
hal Permintaan Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan
kepada Saudara bahwa pegawai atas nama :

Nama M 6 100:0:6.0:0:6:0:¢:¢:0

Pangkat : Xsomxesoooooox

NIP L 6:0:0:0:6.0:0.6:6.0.0.6:4

Jabatan : XXXXXXXXXXXXX
Tidak menyetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja
pelaksana sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana,
berhubung adanya kegiatan mendesak yang harus dilaksanakan
pada waktu bersamaan.

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

KEPALA BADAN

KRR KRR KK KAIHKAK
Pangkat : XXXXXXXXXX
Nip ¢ XHXRHKKKKK



Contoh Surat Penugasan (Lintas Instanst

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGKAT DAERAH

................... No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Pos ........ Telp. (0481) ............

Menimbang:

Dasar

Kepada

Untuk

Tembusan:

a.

SURAT TUGAS
Nomor: ..c.oovveeeinnnnns

. Peraturan Bupati Bone Nomor ...... Tahun 2023 tentang Sistem

Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone.

. Surat Asisten Administrasi Umum Nomor ...... Tanggal ... ... ....

Hal Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan ini:

MENUGASKAN

Nama 1. 6.9:9.9.9.9.9.9.9.9.9:9.4
Pangkat : Xxoooooooomxx
NIP HD.6:9.9.9.9.9.0:9.9.9.9.9.4
Jabatan @ XXXXXXXXXXXXX

. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah

Tugas untuk menjadi anggota tim pelaksana Fasilitasi Pelayanan
Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023.

. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ............ hingga ............ 5

dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara berkala.

. Selama menjalankan tugas dimaksud, vang bersangkutan tetap

harus memenuhi target kinerjanya pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Watampone
pada tangsaly e wavessnsns v

KEPALA BADAN

XHNRERRUNERERR
Pangkat : XXXx:xxxxx
Nip : XXXXXXXXXX




Contoh Surat Penugasan (Lintas Instanst

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGEAT DAERAH

Menimbang: a.

b.

Dasar g .

Kepada 1.

Untuk : 1

.............. No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos ....... Telp. (0481) ............
SURAT TUGAS
NOmor: ..o
5 - L L e e
bahWasinrnmnamnmna raiiaaniniainas i
Peraturan Bupati Bone Nomor ...... Tahun 2023 tentang Sistem

Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone.

. Surat Asisten Administrasi Umum Nomor ...... Tanggal ... ... ....

Hal Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan ini:

MENUGASKAN

Nama D1 6:0:0:0:0:6:0:0.0:0,0.4.¢
Pangkat @ XXXXXXXXKXXXX
NIP D 6 0 0 0 00 0:0.0:0 0.6
Jabatan ; XXXXXXHXXKKXX

. Nama D, 6:6:0:0:0:0.0:0:0:0:0:0:4

Pangkat @ XXXXXXXXXXXXX
NIP D, 6:6:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:4
Jabatan | XXXXXXXXXXXXX

. dst.

. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah

Tugas untuk menjadi anggota tim pelaksana Fasilitasi Pelayanan
Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023.

. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ............ hingga ............ ,

dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara berkala.

. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan tetap

harus memenuhi target kinerjanya pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Tembusan:

Dikeluarkan di Watampone
pada tanggal; cow s s

KEPALA BADAN

KRR IR HHRIIHR
Pangkat ; Xxooomxxx
Nip : XXXXXXXKKK



Contoh Keputusan Pembentukan Tim Kerja

(Lintas Instansi)

BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR ....... TAHUN ........

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI PELAYANAN PUBLIK
DAN TATA LAKSANA LINGKUP PEMERINTAH KABUFPATEN BONE

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BONE,

)
o
=
g
o

b:: bahwa wasannsing :
c. dan seterusnya .......... :
Lo i ;

D swsmssnssiniun H

s TR, p

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone
Tahun Anggaran ........ , dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

adalah sebagai berikut:

Pengarah : Memberikan arahan dan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas tim.

Penanggung Jawab : a. memberikan pertanggungjawaban

secara umum pelaksanaan kegiatan.
b. melakukan koordinasi dalam hal
penentuan kebijakan pelaksanaan

tugas tim.
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KETIGA :  Pelaksanaan tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
Pemberi Kerja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone bersumber pada APBD
Kabupaten Bone Tahun Anggaran .........

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, ... ..o

BUPATI BONE,

Tembusan Kepada Yth :
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Contoh Lampiran Keputusan Pembentuhan Tim Kerja
{Lintos Instansi)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BONE

NOMOR ...... TAHUN .......

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN
TATA LAKSANA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA
SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA

TAHUN ANGGARAN ..........
No. Nama/Panglkat /Nip Jabatan Resresain Pem:lgasa.u
Dalam Tim
1. | Xoooooooox Kepala Bidang ........... Anggota  Sekretanat
Pembina Tim
Nip, XsoooooooixK
2. | Xooooooooom Kepala Subbagian ........... Anggota Tim
Penata Tk.T
Nip. XOOTOUoHEKX
3. | XoooooooooK Analis ........... Anggota Tim
Penata Tk.1
Nip. XX RHHIKX

BUPATI BONE,



Contoh Keputusan Pembentukan Tim Kena

(Lintas Instanst)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGKAT DAERAH

................ No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Pos ........ Telp. (0481) ............

KEPALA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR ....... TAHUN .......

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI PELAYANAN PUBLIK
DAN TATA LAKSANA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

&, bahwa icisieainsas :

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan

Tata Laksana Lingkup Pemerintah  Kabupaten Bone

Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

adalah sebagai berikut:

Pengarah : Memberikan arahan dan melakukan
pengawasan  terhadap  pelaksanaan

tugas tim.
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Penanggung Jawab : a.memberikan pertanggungjawaban
secara umum pelaksanaan kegiatan.
b. melakukan koordinasi dalam hal
penentuan kebijakan pelaksanaan
tugas tim.
KETIGA :  Pelaksanaan tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
Pemberi Kerja.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone bersumber pada APBD
Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023.
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, .... ccoviiiiiiiiiiis ceanann

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Tembusan Kepada Yth :
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Contoh Lampiran Keputusan Pembentukan Tim Kerja

{Lintos Instansi)
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR ...... TAHUN .......
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
FASILITASI PELAYANAN FUBLIK DAN
TATA LAKSANA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN .......

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA
SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
TAHUN ANGGARAN ........

. Rencana Penugasan
No. Nama/Pangkat/Nip Jabatan Dalam Tim
1. | Xoooooooox Kepala Bidang ........... Anggota  Sekretanat
Pembina Tim
Nip, XsoooooooixK
2. | Xooooooooom Kepala Sub Bagian ........... Anggota Tim
Penata Tk.T
Nip. XOOTOUoHEKX
3. | XoooooooooK Analis ........... Anggota Tim
Penata Tk.1
Nip. XX RHHIKX

KEPALA PERANGKAT DAERAH,



b. Pengajuan sukarela

Pengajuan sukarela merupakan cara penugasan Pejabat
Fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif
dari Pejabat Fungsional atau pelaksana. Pengajuan
sukarela bertujuan untuk memberikan ruang peran aktif
bagi Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk dapat
membantu pelaksanaan kinerja organisasi vang sesuai
dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilannya,
namun belum masuk ke dalam tugas yang telah
ditetapkan sebelumnya. Pengajuan sukarela hanya dapat
dilakukan di dalam unit organisasi Pejabat Fungsional
bersangkutan dan lintas unit organisasi di dalam Instansi
Pemerintah bersangkutan.

Pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme sebagai

berikut:

1) Mekanisme pengajuan sukarela di dalamm unit
organisasi

a) Pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan
keinginannya secara lisan untuk dapat terlibat
dalam pelaksanaan kinerja tertentu kepada
Pimpinan Unit Organisasi;

b) Apabila Pimpinan Unit Organisasi menyetujui,
maka Pimpinan Unit Organisasi menugaskan
Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk
melaksanakan kinerja tertentu tersebut; dan

c) Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab (ilustrasi pada Gambar 22).

PIMPINAN
UNIT
o menyampaikan ORGAMNISASI //\\ o Penugasan
keinginannya > } IF dan
secara lisan untuk v Pelaksana
dapat terlibat dalam Tim
dalam pelaksanaan Kerja
kinerja
T T T ITTITITITITI
KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA
T ) . 2 4
Tim Kerja - - { t L L j

] gF  Pelelia  Ketus
™ . Tim

eccelile o6

TTELTTL

| =

1 iEI

: ] e | . :

1 relal JF
= ==,

Gambar 22. Mekanisme pengajuan sukarela di dalam
unit organisasi




2)
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Mekanisme pengajuan sukarela yang bersifat lintas
unit organisasi

a)

b)

d)

Pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan
surat permohonan untuk dapat dilibatkan dalam
pelaksanaan kinerja kepada Pimpinan Unit
Organisasi dituju dengan tembusan Pejabat Penilai
Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi
bersangkutan;

Apabila Pimpinan Unit Organisasi dituju
menyetujui, maka Pejabat Fungsional dan
pelaksana menyampaikan surat permohonan
persetujuan vang telah disetujui oleh Pimpinan
Unit Organisasi yang dituju kepada Pejabat Penilai
Kinerja dengan tembusan Pimpinan  Unit
Organisasi bersangkutan;

Apabila Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan
menyetujui maka kemudian Pejabat Penilai Kinerja
menyusun surat penugasan untuk menugaskan
Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk
melaksanakan kinerja yang berada di Pimpinan
Unit Organisasi dituju; dan

Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab (ilustrasi pada Gambar 23).
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Permohonan Pelibatan JF dan pelaksana

Pengajuan sukarela Jabatan Fungsional dan pelaksana lintas unit organisasi (Pengajuan Sukarela)
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Gambar 23. Mekanisme pengajuan sukarela yang bersifat intas unit organisast




Contoh Surat Permohonan Pelibotan Anggota
Tim Kerja 1 Crang (Pengajuan Sukarela)

Nomor
Sifat

Lampiran:
Perihal

Tembusan:

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan ................... Né: o Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos ........ Telp. (0481)

Watampone, dd Mm YYYY

Kepada

1 XXxxxX Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan
: - Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kabupaten Bone
: Permohonan Pelibatan di-
Anggota Tim Kerja Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023, dengan ini

kami mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas nama :

Nama D16:0:0:0:0:0:9.0:0:0:0:0:¢
Pangkat : XXXXXXXXXXXXX
NIP D, $:9:9.9.9:9:0.0:0.9.9:9.¢

Jabatan : XXXXXXXXXKXXX

untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja sub kegiatan tersebut

di atas dari tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima
kasih.

a.n. BUPATI BONE
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum,

H. A. Yusuf, S.IP., M.H.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19690905 198903 1 005
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Contoh Surat Permohonan Pelibatan Anggota
Tim Kerja Lebih I Orang (Pengajuan Sukarela)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGEKAT DAERAH
Jalan ................... No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos ........ Telp. (0481) ............

Watampone, dd Mm YYYY

Kepada
Nomor : XxXxxx Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan
Sifat D - Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran: - Kabupaten Bone
Perihal :Permohonan Pelibatan di-
Anggota Tim Kerja Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023, dengan ini
kami mengajukan Permintaan Anggota Tim Kerja atas Pegawai Negeri
Sipil sebanyak ..... (sossasinss ) orang (daftar terlampir) untuk ditugaskan
menjadi anggota tim kerja pelaksana sub kegiatan tersebut di atas
dari tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, atas perkenaannya diucapkan

terima kasih.

a.n. BUPATI BONE
Sekretaris Daerah
u.b.

Asisten Administrasi Umum,

H. A. Yusuf, S.IP., M.H.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19690905 198903 1 005

Tembusan:
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Contoh Surat Permohonan Pelibatan Anggota Tim Kerja
Lebih 1 Orang (Pengajuan Sukarela)

Lampiran Surat Asisten Administrasi Umum
Nomor
Tanggal :

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIAJUKAN IZINNYA
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA
SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA

TAHUN ANGGARAN .........ceees
No Nama/Pangkat/Nip Jabatan Resonns Benuguesn
| Dalam Tim
1. | Xooooooooood Kepala Bagian ........... Anggota  Sekretariat |
Pembina Tim
Nip. Xooooooomy
2. | XXERXHXXHKXX Kepala Subbagian ........... Anggota Tim
Penata Tk.I
| NipoXwsesocowox ||
3. | Xooooooomx Analis ........... Anggota Tim
Penata Tk.1
| Nip. Xsooooomoook

a.n. BUPATI BONE
Sekretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum,

H. A. Yusuf, S.IP., M.H.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19690905 198903 1 005




Contoh Surat Jawaban Persetujuan
(Pengajuan Sukarela)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jald v o No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Pos ........ Telp. (0481) ............

Nomor
Sifat

Lampiran:
Perihal

Tembusan:

Watampone, dd Mm YYYY

Kepada
¢ XXxXxXX Yth.Asisten Adminitrasi Umum
_ di-
: Jawaban Permintaan Tempat

Anggota Tim Kerja

Sehubungan surat Saudara nomor : xxxxx, tanggal DD Mm YYYY,
hal Permintaan Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan
kepada Saudara bahwa pegawai atas nama :

Nama ¢ XXXXXXXKKXKKX

Pangkat : XXXXXXXXXXXXX

NIP HD.6 00 0/0:0:0:0:0:0.0:0:4
Jabatan : XXXXXXXXXXXXX

disetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja pelaksana
sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dari

tanggal 15 Januari s/d 15 Februari 2023.

Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

KEPALA BADAN

Pangkat ! XXXXXXXXXX
Nip :



Contoh Surat Jawaban Tidak Setuju
[Pengajuan Sukarela)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan ................... Né: o Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos ........ Telp. (0481) ............

Watampone, dd Mm YYYY

Kepada
Nomor  : XXXXX Yth.Asisten Adminitrasi Umum
Sifat g
Lampiran: - di-
Perihal :Jawaban Permintaan Tempat
Anggota Tim Kerja
Sehubungan surat Saudara nomor : xxxxx, tanggal DD Mm YYYY,
hal Permintaan Anggota Tim Kerja, dengan ini kami sampaikan
kepada Saudara bahwa pegawai atas nama :
Nama HD.6.0.0:0,6:0:0.6.¢:¢:0.0:4
Pangkat : XXXXXXXXXXXXX
NIP HD.$.0.9.9.0:9.6.9.:9.9.9.4
Jabatan : XXXXXXXXXXKXX
Tidak menyetujui untuk ditugaskan menjadi anggota tim kerja
pelaksana sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana,
berhubung adanya kegiatan mendesak vang harus dilaksanakan
pada waktu bersamaan.
Demikian disampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.
KEPALA BADAN
KXREARRRRRRARKR
Pangkat : Xoooxaxxxx
Nip H,6.0.9.9.9.0.9.0.0.¢
Tembusan:
. :



Contoh Surat Penugasan
(Pengajuan Sukarela)

PEMERINTAH KEABUPATEN BONE
NAMA PERANGEAT DAERAH
Jalan ................... No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

NOMOTLY wisvmvvavans
MeRIhbATIE: & DARWE vt aviman, Ssimii s s Ve S i iae s Feseasaes svin s s
B BahWa sucsemisiun o Sl vans s st iy S i R
Dasar : 1. Peraturan Bupati Bone Nomor ...... Tahun 2023 tentang Sistem

Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone.

2. Surat Asisten Administrasi Umum Nomor ...... Tanggal ... ... ....
Hal Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan ini:

MENUGASKAN
Kepada i Nama HD 6616.0:0:6.6.6.9.¢:0::
Pangkat : XXXXXXXXXXXXX
NIP HD.$:0.¢.0.9.9.0.9.9.9.0.9.4
Jabatan ; XXXXXXXXXXHXX
Untuk ;1. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah

Tugas untuk menjadi anggota tim pelaksana Fasilitasi Pelayanan
Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ............ hingga ............ y
dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara berkala.

3. Selama menjalankan tugas dimaksud, yvang bersangkutan tetap
harus memenuhi target kinerjanya pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Watampone
pada tanggal, ..... ....coeviinn el

KEPALA BADAN

XREARRRRRRRRKR
Pangkat : XXXXXXXXXX
Nip HD.6°0.9:9.9.0.9.9.0.4
Tembusan:
Tomssansnasnaeitausng :



Contoh Surat Penugasan
(Pengajuan Sukarela)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGEKAT DAERAH

Menimbang: a.
b.
Dasar g L.

Kepada 7 1.

Untuk £ 1.

............. No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos ........ Telp. (0481) ............
SURAT TUGAS
NGOIOT s asnsvenss
BEABWER: s mrrnmmemimi w R  REI F e G e e
BabWa svsrms scisenenig e i, Sas s
Peraturan Bupati Bone Nomor ...... Tahun 2023 tentang Sistem

Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone.

. Surat Asisten Administrasi Umum Nomor ...... Tanggal ... ... ....

Hal Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan ini:

MENUGASKAN
Nama T XXEXXKKKXXKKKK
Pangkat : XXXXXXXXXXXXX
NIP HD.6.9.9.9.9.9.0.9.9,0.9.9.4

Jabatan : XXXXXXXXXXXXX

. Nama D16:0:0:0:0:0:9.0:0:0:0:0:¢

Pangkat : XXXXXXXXXXXXX
NIP HD,69.9.9.0.9.0.9.9,0.9.:9,9
Jabatan : Xxoosexxxxxx

. dst.

Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah
Tugas untuk menjadi anggota tim pelaksana Fasilitasi Pelayanan
Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023.

. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ............ hingga ............ ;

dan hasil pelaksanaannya dilaporkan secara berkala.

. Selama menjalankan tugas dimaksud, vang bersangkutan tetap

harus memenuhi target kinerjanya pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Tembusan:

Dikeluarkan di Watampone
pada tanggal, ..... ceoivinviinn ceiennn

KEPALA BADAN

KRHAHURHRHRAIKAK
Pangkat : Xoooamxxxx
Nip H,6.0.9.9.9.0.9.0.9.¢



Contoh Keputusan Pembentukan Tim Kerja
[Pengajuan Sukarelal

BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR ....... TAHUN .........

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI PELAYANAN PUBLIK
DAN TATA LAKSANA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN ...........

BUPATI BONE,
Menimbang : a. bahwa ...................... :
b. bahwa ...icoiiiiiiiiinnnenns :
c. dan seterusnya .......... ;
Mengingat @ 1. ..cciiiiiiiinn. :
D0 :
Dy e :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan

Tata Laksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone

Tahun Anggaran ....... , dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
adalah sebagai berikut:

Pengarah : Memberikan arahan dan melakukan
pengawasan  terhadap  pelaksanaan
tugas tim.

Penanggung Jawab : a. memberikan pertanggungjawaban

secara umum pelaksanaan kegiatan.
b. melakukan koordinasi dalam hal
penentuan kebijakan pelaksanaan

tugas tim.
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KETIGA :  Pelaksanaan tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
Pemberi Kerja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone bersumber pada APBD
Kabupaten Bone Tahun Anggaran .......

KELIMA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, ... ...ooviiiiiiann cienans

BUPATI BONE,

Tembusan Kepada Yth :



AL 7

Contoh Lampiran Keputusan Pembentukan Tim Kerja

(Pengajuan Sukarela)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BONE

NOMOR ...... TAHUN .......

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN
TATA LAKSANA LINGKUP PEMERINTAH
KABUFATEN BONE TAHUN ANGGARAN .......

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA
SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA

TAHUN ANGGARAN .........
5 Rencana Penugasan
No. | Nama/Pangkat/Nip Jabatan Dalam Tim
1. | XoOOoosxR Kepala Bagian ........... Anggota  Sekretariat
Pembina Tim
Nip. X RRK
2. | XoOOOORRHHHK Kepala Subbagian ........... Anggota Tim
Penata Tk.1
Nip. Xooooooooox
3. | Xooeeooonm IS vaverninns Anggota Tim
Penata Tk.I
Nip. Xoooooooos

BUPATI BONE,



Contoh Keputusan Pembentukan Tim Kerja
{Pengajuan Sukarela)

-T7T8 -

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
NAMA PERANGKAT DAERAH

________________ No. ..... Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Pos ........ Telp. (0481) ............

KEPALA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR ....... TAHUN .........

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI PELAYANAN PUBLIK
DAN TATA LAKSANA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

TAHUN ANGGARAN .......

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan

Tata Laksana  Lingkup Pemerintah  Kabupaten Bone

Tahun Anggaran ......... , dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

adalah sebagai berikut:

Pengarah : Memberikan arahan dan melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas tim.
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Penanggung Jawab : a.memberikan pertanggungjawaban
secara umum pelaksanaan kegiatan.
b. melakukan koordinasi dalam hal
penentuan kebijakan pelaksanaan
tugas tim
KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
Pemberi Kerja.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
tugas Tim Kerja Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone bersumber pada APBD
Kabupaten Bone Tahun Anggaran .......

KELIMA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada TaHEEal, .ocwomsmeninss cuesons

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Tembusan Kepada Yth :
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Contoh Lampiran Keputusan Pembentukan Tim Kerja

(Pengajuan Sukarela)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
NOMOR ...... TAHUN .......

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN
TATA LAKSANA LINGKUP PEMERINTAH
KABUFATEN BONE TAHUN ANGGARAN .......

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM KERJA PELAKSANA
SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA

TAHUN ANGGARAN .............
5 Rencana Penugasan
No. | Nama/Pangkat/Nip Jabatan Dalam Tim
1. | XoOOoosxR Kepala Bagian ........... Anggota  Sekretariat
Pembina Tim
Nip. X RRK
2. | XoOOOORRHHHK Kepala Sub Bagian ........... Anggota Tim
Penata Tk.1
Nip. Xooooooooox
3. | Xooeeooonm IS vaverninns Anggota Tim
Penata Tk.I
Nip. Xoooooooos

KEPALA PERANGKAT DAERAH,
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3. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat
dilakukan dalam tim kerja atau individu. Beberapa hal yang
terkait dengan pelaksanaan tugas dalam tim kerja adalah:

a.

Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat melibatkan
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari satu
unit organisasi dan/atau lintas unit organisasi;

Bilamana diperhuikan, pelaksanaan tugas dalam tim kerja
dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang
berasal dari lintas Instansi Pemerintah;

Dalam tim Kkerja, pimpinan unit organisasi dapat
menunjuk salah satu pejabat fungsional atau pelaksana
sebagai ketua tim kerja berdasarkan keahlian dan/atau
keterampilan;

Pada tim kerja dimana terdapat anggota vang berasal dari
lintas unit organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah,
Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai
ketua tim dintamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik
kinerja tersebut; dan

Jumlah tim kerja dan jumlah Pejabat Fungsional dan
pelaksana dalam tim kerja merupakan strategi dari
Pimpinan Unit Organisasi.

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana terdiri
atas:

a.

Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi

Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi dilakukan

Pejabat Fungsional dan pelaksana secara individu ataupun

dalam tim kerja. Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi

secara individu dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau
pelaksana secara individu, Pejabat Fungsional atau
pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan
ketentuan butir kegiatan Jabatan Fungsional masing-
masing atau uraian tugas jabatan pelaksana yang
diselaraskan dengan tugas, fungsi, dan kinerja unit
organisasi;

2. Butir kegiatan Jabatan Fungsional atau uraian tugas
jabatan pelaksana vyang dilakukan oleh Pejabat
Fungsional dan pelaksana merupakan penjabaran atau
turunan dari tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi;

3. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau
pelaksana secara individu, Pejabat Fungsional atau
pelaksana memperhatikan:
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i. arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi;

ii. target pencapaian kinerja unit organisasi;

iii. keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian
kinerja Pejabat Fungsional atau pelaksana lain
dalam unit organisasi.

Pelaksanaan tugas dalam unit organisasi dalam tim kerja

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana
dalam tim kerja dilakukan untuk melaksanakan tugas
vang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat
Fungsional dan/atau pelaksana dalam unit organisasi;
Tim kerja melaksanakan tugas unit organisasi sesuai
arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi;

Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam
pelaksanaan tugas dan kegiatan, tim kerja dapat
menyampaikan permasalahan dan kendala beserta
alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi
untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;

Pimpinan Unit Organisasi memantau dan mengevaluasi
secara berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja
sebagai bahan input pengambilan keputusan dan
pemberian arahan pelaksanaan tugas dan kegiatan tim
kerja;

Bilamana diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, tim
kerja berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja
lain; dan

Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
tugas dan kegiatan tim kerja.

Pelaksanaan tugas yang bersifat lintas unit organisasi

Pelaksanaan tugas lintas unit organisasi dilakukan dalam

tim kerja lintas unit organisasi dengan ketentuan sebagai

berikut:

1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana
dalam tim kerja lintas unit organisasi dilakukan untuk
melaksanakan tugas yang memerlukan Kketerlibatan
dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana
lintas unit organisasi;

2) Tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi
sesuai arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi
pemilik kinerja;

3) Jika terdapat permasalahan dan kendala  dalam
pelaksanaan tugas dan kegiatan, tim Kerja dapat
menyampaikan permasalahan dan kendala beserta
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5)

6)
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alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit
Organisasi pemilik kinerja untuk diputuskan dan/atau
ditindaklanjuti;

Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit
Organisasi dalam menyelesaikan permasalahan dan
kendala dimaksud, tim kerja dapat menyampaikan
permasalahan dan  kendala  beserta  alternatif
rekomendasi kepada masing-masing Pimpinan Unit
Organisasi dimana Pejabat Fungsional dan pelaksana
dimaksud berada untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
tugas dan fungsi unit organisasi masing-masing;
Bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan
tugasnya berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim
kerja lain; dan

Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
tugas dan kegiatan tim kerja.

Pelaksanaan tugas yang bersifat lintas Instansi Pemerintah

Pelaksanaan tugas lintas unit organisasi dilakukan dalam
tim kerja lintas Instansi Pemerintah dengan ketentuan
sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana
dalam tim kerja lintas Instansi Pemerintah dilakukan
untuk melaksanakan tugas yang memerlukan
keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional
dan/atau pelaksana lintas Instansi Pemerintah;

Tim kerja lintas Instansi Pemerintah dapat dibentuk
untuk melaksanakan tugas dalam rangka mencapai
target kinerja unit organisasi pemilik kinerja pada
Instansi Pemerintah pelaksana fungsi atau untuk
mendukung program  strategis lintas Instansi
Pemerintah;

Tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi
sesuai arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi
pemilik kinerja pada Instansi Pemerintah pelaksana
fungsi atau arahan pimpinan I[nstansi Pemerintah
pelaksana fungsi;

Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam
pelaksanaan tugas dan kegiatan, tim kerja dapat
menyampaikan permasalahan dan kendala beserta
alternatif rekomendasi kepada Pimpinan  Unit
Organisasi pemilik kinerja pada Instansi Pemerintah
pelaksana fungsi untuk diputuskan dan/atau
ditindaklanjuti;



..y

5) Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit
Organisasi atau lintas Instansi Pemerintah dalam
menyelesaikan permasalahan dan kendala dimaksud,
tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan
kendala beserta alternatif rekomendasi kepada masing-
masing Pimpinan Unit Organisasi atau pimpinan
Instansi Pemerintah dimana Pejabat Fungsional dan
pelaksana dimaksud berada untuk ditindaklanjuti
sesual dengan tugas dan fungsi unit organisasi atau
Instansi Pemerintah masing- masing;

6) Bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan
tugasnya berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim
kerja lain; dan

7) Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
tugas dan kegiatan tim kerja.

Pelaksanaan tugas dalam tim kerja diperlukan adanva
pembagian tanggung jawab. Adapun pembagian tanggung
jawab Pejabat Penilai Kinerja, Pimpinan Unit Organisasi,
Ketua Tim, dan Anggota Tim adalah sebagai berikut:
a. Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja meliputi:

1) menyusun dan menetapkan road map dan rencana
kerja organisasi;

2) memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi sejalan dengan strategi dan tujuan
organisasi;

3) memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata
kelola, dan sumberdaya yang optimal;

4) memastikan pengambilan keputusan yang tepat
dan efektif: dan

5) memastikan kolaborasi dan sinergisitas
pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit
organisasi.

b. Tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi meliputi:
1) menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
2) menyediakan dukungan sumberdaya untuk
pelaksanaan kegiatan;
3) memberikan arahan terpadu, input, dan feedback
atas pelaksanaan kegiatan;
4) memastikan kolaborasi dan sinergisitas
pelaksanaan tugas antar tim; dan
5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
tugas tim.
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c. Tanggung jawab Ketua Tim meliputi:

1) menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;

2) membagi peran anggota tim sesuai dengan
kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;

3) melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;

4) memberikan umpan balik berkala kepada anggota
tim;

5) melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada
pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit
organisasi yang bersangkutan sebagai bahan
pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional
dan pelaksana; dan

6) melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas
pelaksanaan tugas antar anggota tim.

d. Tanggung jawab anggota tim meliputi:

1) menyusun rencana kerja individu;

2) melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim;
dan

3) melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.

4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Terdapat dua macam pertanggungjawaban dalam pelaksanaan
tugas yaitu:

1:

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat
Fungsional atau pelaksana secara individu

Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau

pelaksana secara individu maka Pejabat Fungsional atau

pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas secara langsung

kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat

Fungsional atau pelaksana dalam tim kerja

1) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan
sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas
kepada ketua tim.

2) Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan
sebagai ketua tim kemudian melaporkan pelaksanaan
tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi.
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C. Transformasi Manajemen

Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi terdiri dari tiga tahap
yvaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan,
dan penyesuaian sistem kerja. Penyesuaian sistem kerja sebagai
tahapan untuk mendukung oprimalisasi pelaksanaan
penyederhanaan birokrasi, merupakan bentuk dari pelaksanaan
transformasi manajemen. Penerapan transformasi manajemen
secara efektif akan mewujudkan terciptanya pola kerja baru
dalam organisasi pemerintahan.

Selanjutnya agar optimal dalamn penerapannya, maka
pelaksanaan penyesuaian sistem kerja pada masing-masing
instansi pemerintah dikawal, dikendalikan dan didukung oleh tim
transformasi manajemen. Peran tim transformasi manajemen
dalam pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tersebut, meliputi:

1. Dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan:
a. pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
b. penjaminan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi
di lingkungan masing-masing Instansi Pemerintah; dan
c. fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi
di lingkungan masing-masing Instansi Pemerintah.
2. Dukungan pembinaan sinergitas organisasi, dengan tahapan:
a. penguatan kolaborasi dan sinergisitas antar unit
organisasi di lingkungan masing-masing Intansi
Pemerintah; dan
b. penyelarasan rencana strategi dan rencana kerja di
lingkungan masing-masing Instansi Pemerintah.

Tim transformasi manajemen dilaksanakan oleh unsur
kesekretariatan yvang terdiri dari Pejabat yang Berwenang, Pejabat
level tertinggi, Pejabat Penilai Kinerja dan pimpinan unit yang
bertanggungjawab atas sumber daya manusia, pimpinan unit
vang bertanggungjawab atas perencanaan kinerja dan anggaran.

D. Contoh Penggambaran Alur Mekanisme Kerja

Penggambaran alur mekanisme kerja merupakan penggambaran
dari unit organisasi setelah dilakukan penyederhanaan birokrasi
yvang disesuaikan dengan karakteristik organisasi. Penggambaran
alur mekanisme kerja digunakan sebagai acuan dalam
menyesuaikan sistemn Kkerja yang dilaksanakan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bone.
1. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
(Unit Organisasi dengan 2 Level Struktur, Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat
Administrator sebagai Pimpinan Unit Organisast)
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Pada unit organisasi 2 (dua) level struktur ini, kedudukan
Pejabat Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan
bertangguing jawab langsung kepada Pejabat Level 1 yaitu
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dengan kata lain Pejabat
Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana pada
struktur ini adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Pejabat
Administrator yang merupakan Pejabat Level 2 dalam struktur
ini berperan sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme
kerja pada unit organisasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama selaku Pejabat Penilai Kinerja menyusun
dan menetapkan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja
tersebut menjadi dasar penentuan pembagian
tanggungjawab target kinerja bagi Pejabat Administrator.
Sebagai tindak lanjut dari pembagian penanggung jawab
target kinerja, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas
rekomendasi Pejabat Administrator menugaskan Pejabat
Fungsional dan pelaksana untuk membantu pelaksanaan
tugas Pejabat Administrator. Rekomendasi tersebut
merupakan hasil pertimbangan atas kebutuhan jumlah,
jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dan pelaksana, serta
kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana
dari lintas unit organisasi untuk  membantu
menyelesaikan target kinerja Pejabat Administrator.

Pejabat Administrator merumuskan strategi
pelaksanaan pencapaian target kinerja yang terdiri dari
penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja
atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana lintas unit serta penentuan
kebutuhan atas ketua tim. Penyelesaian target kinerja
yvang membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana dari lintas unit organisasi harus melalui proses
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana
lintas wunit organisasi. Proses permohonan pelibatan
dijelaskan dalam Gambar 20, Gambar 21, dan Gambar 23.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan,
Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja
secara individu maupun tim Kkerja bersama Pejabat
Administrator menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.
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b. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan
rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat
Fungsional atau  pelaksana. Penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut disesuaikan
dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran vang
telah  disusun  sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai
perannya. Pembagian peran dilakukan berdasarkan
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional
atau pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang
terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud
terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan,
tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oleh Pejabat Administrator dan/atau ketua
tim. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan
target, disampaikan kepada Pejabat Administrator oleh
individu atau ketua tim.

c¢. Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Pejabat Administrator
meninjau hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang telah sesuai dengan target disampaikan
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk ditinjau.
Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama menerima hasil pelaksanaan
kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target vang
diharapkannya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin
oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi
dengan 2 Level Struktur, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Administrator
sebagai Pimpinan Unit Organisasi) dapat diillustrasikan
pada gambar 24.
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2. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
(Unit Organisasi dengan 2 Level Struktur, Pejabat Administrator
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisast)

Pada unit organisasi 2 (dua) level struktur ini,
kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat
Level 2 yakni Pejabat Administrator, dengan kata lain Pejabat
Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana pada
struktur ini adalah Pejabat Administrator. Keputusan
kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana berada
dibawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan setelah
mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali Pejabat
Level 1 sehingga pada wunit organisasi ini Pejabat
Administrator berperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja
sekaligus Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada
unit organisasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama menyusun dan menetapkan perjanjian
kinerja. Perjanjian kinerja tersebut digunakan sebagai
dasar penentuan pembagian tanggungjawab target kinerja
bagi Pejabat Administrator. Selanjutnya Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama akan memberikan arahan dan koordinasi
untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja
bersama. Atas arahan tersebut kemudian Pejabat
Administrator merumuskan strategi pencapaian target
kinerjanya. Arahan dan ekspektasi target kinerja
disampaikan Pejabat Administrator kepada Pejabat
Fungsional dan pelaksana dibawah koordinasinya.

Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari unit
organisasi lain akan melahlui proses permohonan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit. Proses
permohonan pelibatan dijelaskan dalam Gambar 24,
Gambar 25, dan Gambar 27. Penyelesaian target kinerja
dalam bentuk kegiatan dilakukan baik secara individu
ataupun tim kerja sesuai arahan dan ekspektasi target
kinerja Pejabat Administrator.

Selanjutnya Pejabat Administrator menentukan perlu
atau tidaknya penunjukan ketua tim kerja untuk kegiatan
vang dilakukan oleh tim kerja. Pada tahapan terakhir dari
proses perencanaan, Pejabat Fungsional dan pelaksana
baik yang bekerja secara individu maupun tim Kkerja
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bersama Pejabat Administrator menyusun rencana
pelaksanaan kegiatan, dan anggaran untuk pencapaian
target kinerja.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan
rincian pelaksanaan kegiatan. Rincian pelaksanaan
dilakukan dengan menguraikan kegiatan, dan anggaran
yang telah disusun pada tahap perencanaan oleh individu,
tm kerja, atau ketua tim. Selanjutnya bagi pelaksanaan
kegiatan vyang dilakukan oleh tim kerja dilakukan
pembagian peran bagi anggota tim. Pembagian peran
anggota tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian
dan/atau keterampilan. Berdasarkan perannya, Pejabat
Fungsional atau pelaksana melaksanakan kegiatan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional
atau pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak vang
terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud
terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan,
tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu- waktu oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
dan/atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan kegiatan yang
sudah sesuai dengan target, disampaikan kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama oleh individu atau ketua tim.

Tahapan Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Administrator meninjau
hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan
vang telah sesuai dengan target disampaikan kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk ditinjau.
Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama menerima hasil pelaksanaan
kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target vang
diharapkannya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin
oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi
dengan 2 Level Struktur, Pejabat Administrator sebagai
Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)
dapat diilustrasikan pada gambar 25.
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Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin cleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
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Gambar 25. Mekanisme Kerja pada Unit Organisast yang Dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggt Pratama {Unit Organisasi dengan 2 Level Struktur, Pejabat Administrator sel;agm:
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3. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

(Unit Organisasi dengan 1 Level Struktur, JPT Pratama sebagai
Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisast)

Pada wunit organisasi 1 (satu) level struktur ini,
kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, dengan kata lain Pejabat Penilai
Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana pada struktur ini
adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dikarenakan
strukturnya pada unit organisasi ini Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama juga berperan sebagai Pimpinan Unit Organisasi.
Mekanisme kerja pada wunit organisasi ini sebagaimana
tergambarkan pada gambar diatas dapat diuraikan sebagai
berikut:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan dimulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus Pimpinan
Unit Organisasi menyusun dan menetapkan perjanjian
kinerja. Selanjutnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
memberikan arahan dan merumuskan strategi pencapaian
target kinerjanya. Arahan dan ekspektasi target kinerja
disampaikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada
Pejabat Fungsional dan pelaksana dibawah koordinasinya.

Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari unit
organisasi lain akan melalii proses permohonan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit. Proses
permohonan pelibatan dijelaskan dalam Gambar 20,
Gambar 21, dan Gambar 23. Penyelesaian target kinerja
dalam bentuk kegiatan dilakukan baik secara individu
ataupun tim Kkerja sesuai arahan dan ekspektasi target
kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Selanjutnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
menentukan perlu atau tidaknya penunjukan ketua tim
kerja untuk kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja. Pada
tahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat
Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara
individu maupun tim kerja bersama Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama menyusun rencana pelaksanaan kegiatan,
dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.
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Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan
rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat
Fungsional atau pelaksana. Penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut disesuaikan
dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang
telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai
perannya. Pembagian peran dilakukan berdasarkan
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional
atau pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak vang
terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud
terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan,
tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja.

Monitoring perkembangan dan pemberian umpan
balik atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala
atau sewaktu-waktu oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
dan/atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan kegiatan vang
sudah sesual dengan target, disampaikan kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama meninjau hasil pelaksanaan kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya menerima hasil pelaksanaan
kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang
diharapkannya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi vang Dipimpin
oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Organisasi
dengan 1 Level Struktur, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit
Organisasi) dapat diilustrasikan pada gambar 26.
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4. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh
Pejabat Administrator
(Unit Organisasi dengan 2 Level Struktur, Pejabat Administrator
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai
Pimpinan Unit Organisasi)

Pada wunit organisasi 2 (dua) level struktur ini,
kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat
Level 1 yaitu Pejabat Administrator, dengan kata lain Pejabat
Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana pada
struktur ini adalah Pejabat Administrator. Pejabat Pengawas
yvang merupakan Pejabat Level 2 dalam struktur ini berperan
sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit
organisasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

Tahapan  Perencanaan  dimulai dari  Pejabat
Administrator selaku Pejabat Penilai Kinerja menyusun
dan menetapkan perjanjian Kinerja. Perjanjian Kkinerja
tersebut menjadi dasar penentuan pembagian
tanggungjawab target kinerja bagi Pejabat Pengawas.
Sebagai tindak lanjut dari pembagian penanggung jawab
target kinerja, Pejabat Administrator atas rekomendasi
Pejabat Pengawas menugaskan Pejabat Fungsional dan
pelaksana untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat
Pengawas. Rekomendasi tersebut mermpakan hasil
pertimbangan atas kebutuhan jumlah, jenis dan jenjang
Jabatan Fungsional dan pelaksana, serta kebutuhan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari lintas
unit organisasi untuk membantu menyelesaikan target
kinerja Pejabat Pengawas.

Pejabat Pengawas merumuskan strategi pelaksanaan
pencapaian target kinerja yang terdiri dari penentuan
pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu,
penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan atas
ketua tim. Penyelesaian target kinerja yvang membutuhkan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari lintas
unit organisasi harus melalui proses permohonan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit
organisasi. Proses permohonan pelibatan dijelaskan dalam
Gambar 20, Gambar 21, dan Gambar 23.
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Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan,
Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja
secara individu maupun tim kerja bersama Pejabat
Pengawas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran untuk pencapaian target kinerja.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan
rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat
Fungsional atau  pelaksana. Penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut disesuaikan
dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang
telah  disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai
perannya. Pembagian peran dilakukan berdasarkan
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional
atau pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang
terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud
terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan,
tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oleh Pejabat Pengawas dan/atau ketua
tim. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai
dengan target, disampaikan kepada Pejabat Pengawas oleh
individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Pejabat Pengawas meninjau
hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan
vang telah sesuai dengan target disampaikan kepada
Pejabat Administrator untuk ditinjau. Pelaksanaan
kegiatan dinvatakan selesai setelah Pejabat Administrator
menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan
telah sesuai dengan target yang diharapkannya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yvang dipimpin
oleh Pejabat Administrator (Unit Organisasi dengan 2 Level
Struktur, Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai
Kinerja dan Pejabat Pengawas sebagai Pimpinan Unit
Organisasi) dapat diilustrasikan pada gambar 27.
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Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh
Pejabat Administrator

(Unit Organisasi dengan 1 Level Struktur, Pejabat Administrator
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisast)

Pada wunit organisasi 1 (satu) level struktur ini,
kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat
Level 1 yaitu Pejabat Administrator, dengan kata lain Pejabat
Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana pada
struktur ini adalah Pejabat Administrator. Mekanisme
pengelolaan  kinerja mengikuti  ketentuan — peraturan
perundang-undangan vyang mengatur mengenai Kkinerja
pegawai. Pejabat Administrator dalam struktur ini berperan
juga sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada
unit organisasi ini sebagaimana tergambarkan pada gambar
diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahapan  Perencanaan  dimulai dari  Pejabat
Administrator selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus
selaku  Pimpinan Unit Organisasi menyusun dan
menetapkan perjanjian kinerja. Pejabat Administrator
akan memberikan arahan dan merumuskan strategi
pencapaian target kinerja yang terdiri dari penentuan
pelaksanaan tugas dalam bentuk Tim Kerja atau individu,
penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan atas
Ketua Tim. Penyelesaian target  kinerja  yang
membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana dari lintas unit organisasi harus melalui proses
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana
lintas unit organisasi. Proses permohonan pelibatan
dijelaskan dalam Gambar 20, Gambar 21, dan Gambar 23.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan,
Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja
secara individu maupun tim kerja bersama Pejabat
Administrator menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
dan anggaran untuk pencapaian target kinerja.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan
rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat
Fungsional atau  pelaksana. Penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut disesuaikan
dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran vang
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telah  disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai
perannya. Pembagian peran dilakukan berdasarkan
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional
atau pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang
terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud
terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan,
tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oleh Pejabat Administrator dan/atau Ketua
Tim. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai
dengan target, disampaikan kepada Pejabat Administrator
oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Administrator meninjau
hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan
vang tidak sesuai dengan target ataupun ekspektasi
dikembalikan kepada individu atau tim kerja untuk
disesuaikan kembali. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan
selesai setelah Pejabat Administrator menerima hasil
pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan
ekspektasinya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin
oleh Pejabat Administrator (Unit Organisasi dengan 1 Level
Struktur, Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai
Kinerja dan  Pimpinan Unit Organisasi) dapat
diilustrasikan pada gambar 28.
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Gambar 28. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Administrator
(Unit Organisast dengan 1 Level Struktur, Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organiscasi)
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6. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh
Pejabat Pengawas
(Unit Organisasi dengan 1 Level Struktur, Pejabat Pengawas
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisast)

Pada wunit organisasi 1 (satu) level struktur ini,
kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat
Level 1 yaitu Pejabat Pengawas, dengan kata lain Pejabat
Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana pada
struktur ini adalah Pejabat Pengawas. Mekanisme pengelolaan
kinerja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
vang mengatur mengenai kinerja pegawai. Pejabat Pengawas
dalam struktur ini berperan juga sebagai Pimpinan Unit
Organisasi. Mekanisme kerja pada unit organisasi ini
sebagaimana tergambarkan pada gambar diatas dapat
diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Pejabat Pengawas
selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus selaku Pimpinan
Unit Organisasi menyusun dan menetapkan perjanjian
kinerja. Pejabat Pengawas akan memberikan arahan dan
merumuskan strategi pencapaian target kinerja yang
terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk
Tim Kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit serta
penentuan  kebutuhan atas Ketua Tim. Penyelesaian
target kinerja yang membutuhkan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana dari lintas unit organisasi
harus melahii proses permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana lintas unit organisasi. Proses
permohonan pelibatan dijelaskan dalam Gambar 20,
Gambar 21, dan Gambar 23.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan,
Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja
secara individu maupun tim kerja bersama Pejabat
Pengawas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran untuk pencapaian target kinerja.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan
rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat
Fungsional atau  pelaksana. Penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut disesuaikan
dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang
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telah  disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai
perannya. Pembagian peran dilakukan berdasarkan
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional
atau pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang
terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud
terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan,
tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu- waktu oleh Pejabat Pengawas dan/atau Ketua
Tim. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai
dengan target, disampaikan kepada Pejabat Pengawas oleh
individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Pengawas meninjau
hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan
vang tidak sesuai dengan target ataupun ekspektasi
dikembalikan kepada individu atau tim kerja untuk
disesuaikan kembali. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan
selesai setelah Pejabat Pengawas menerima hasil
pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan
ekspektasinya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang
Organisasi vang Dipimpin oleh Pejabat Pengawas (Unit
Organisasi dengan 1 Level Struktur, Pejabat Pengawas
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit
Organisasi) dapat diilustrasikan pada gambar 29.
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Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pengawas
Unit Organisasi dengan 1 level struktur, Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi
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Gambar 29. Mekanisme Kerja pada Unit Organisast yang Dipimpin oleh Pejabat Pengawas
(Unit Organisast dengan 1 Level Struktur, Pejabat Pengawas sebagal Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisast
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7. Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh
Pejabat Fungsional
(Unit Organisasi dengan 1 Level Struktur, Pejabat Fungsional
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisast)

Pada wunit organisasi 1 (satu) level struktur ini,
kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat
Level 1 yaitu Pejabat Fungsional yang memimpin unit
organisasi, dengan kata lain Pejabat Penilai Kinerja Pejabat
Fungsional dan pelaksana pada struktur ini adalah Pejabat
Fungsional. Pejabat Fungsional yang memimpin unit
organisasi dalam struktur ini berperan juga sebagai Pimpinan
Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit organisasi ini
sebagaimana tergambarkan pada gambar diatas dapat
diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahapan  Perencanaan dimulai dari Pejabat
Fungsional yang memimpin unit organisasi selaku Pejabat
Penilai Kinerja sekaligus selaku Pimpinan Unit Organisasi
menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja. Pejabat
Fungsional yang memimpin unit organisasi akan
memberikan arahan dan merumuskan strategi pencapaian
target kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan
tugas dalam bentuk Tim Kerja atau individu, penentuan
kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana
lintas unit serta penentuan kebutuhan atas Ketua Tim.
Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana dari lintas unit
organisasi harus melalui proses permohonan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit organisasi.
Proses permohonan  pelibatan  dijelaskan  dalam
Gambar 20, Gambar 21, dan Gambar 23.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan,
Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja
secara individu maupun tim kerja bersama Pejabat
Fungsional vang memimpin unit organisasi menyusun
rencana pelaksanaan Kkegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinerja.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan

rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat

Fungsional atau pelaksana. Penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut disesuaikan
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dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang
telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai
perannya. Pembagian peran dilakukan berdasarkan
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan Kkegiatan, Pejabat Fungsional
atau pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak vang
terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud
terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan,
tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu- waktu oleh Pejabat Fungsional yang memimpin
unit organisasi dan/atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan
kepada Pejabat Fungsional yang memimpin unit organisasi
oleh individu atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pejabat Fungsional vyang
memimpin unit organisasi meninjau hasil pelaksanaan
kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan vang tidak sesuai
dengan target ataupun ekspektasi dikembalikan kepada
individu atau tim kerja untuk disesuaikan kembali.
Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat
Fungsional yang memimpin unit organisasi menerima
hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai
dengan ekspektasinya.

Mekanisme kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin
oleh Pejabat Fungsional (Unit Organisasi dengan 1 Level
Struktur, Pejabat Fungsional sebagai Pejabat Penilai
Kinerja dan  Pimpinan Unit Organisasi) dapat
diilustrasikan pada gambar 30.
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Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Fungsional

Unit Organisasi dangan 1 level struktur, Pejabat Fungsional sebagai Pejabat Penilal Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi
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Gambar 30. Mekarusme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Fungsional (Unit Organisast dengan 1 Level Struktur,
Pejabat Fungsional sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisast
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8. Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone

(Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Asisten
Daerah sebagai Pimpinan Unit Organisasi)

Pada wunit organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Boneatau Kota dengan struktur ini, kedudukan Pejabat
Fungsional dan pelaksana berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Pejabat Level 1 wvaitu Sekretaris
Daerah, dengan kata lain Pejabat Penilai Kinerja Pejabat
Fungsional dan pelaksana pada struktur ini adalah Sekretaris
Daerah. Asisten Daerah yang merupakan Pejabat Level 2
dalam struktur ini berperan sebagai Pimpinan Unit
Organisasi. Mekanisme kerja pada unit organisasi ini
sebagaimana tergambarkan pada gambar diatas dapat
diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Sekretaris Daerah
selaku Pejabat Penilai Kinerja menyusun dan menetapkan
perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tersebut menjadi
dasar penentuan pembagian tanggungjawab target kinerja
bagi Asisten Daerah. Sebagai tindak lanjut dari pembagian
penanggung jawab target kinerja, Sekretaris Daerah atas
rekomendasi Sekretaris Daerah menugaskan Pejabat
Fungsional dan pelaksana untuk membantu pelaksanaan
tugas Asisten Daerah. Rekomendasi tersebut merupakan
hasil pertimbangan atas kebutuhan jumlah, jenis dan
jenjang Jabatan Fungsional dan pelaksana, serta
kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana
dari lintas unit organisasi untuk membantu
menyelesaikan target kinerja Asisten Daerah.

Asisten Daerah merumuskan strategi pelaksanaan
pencapaian target kinerja yang terdiri dari penentuan
pelaksanaan tugas dalam bentuk Tim Kerja atau individu,
penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan atas
Ketua Tim. Penyelesaian target  kinerja  yang
membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana dari lintas unit organisasi harus melalui proses
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana
lintas wunit organisasi. Proses permohonan pelibatan
dijelaskan dalam Gambar 20, Gambar 21, dan Gambar 23.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan,
Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja
secara individu maupun tim kerja bersama Asisten Daerah
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran
untuk pencapaian target kinerja.
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Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan
rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat
Fungsional atau pelaksana. Penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut disesuaikan
dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang
telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai
perannya. Pembagian peran dilakukan berdasarkan
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional
atau pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang
terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud
terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan,
tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oleh Asisten Daerah dan/atau Ketua Tim.
Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan
target, disampaikan kepada Asisten Daerah oleh individu
atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Asisten Daerah Pratama
meninjau hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang telah sesuai dengan target disampaikan
kepada Sekretaris Daerah untuk ditinjau. Pelaksanaan
kegiatan dinyatakan selesai setelah Sekretaris Daerah
menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan
telah sesuai dengan target vang diharapkannya.

Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota (Sekretaris Daerah
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Asisten Daerah sebagai
Pimpinan Unit Organisasi) dapat diilustrasikan pada
gambar 31.
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Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone

Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Asisten Daerah sebagai Pimpinan Unit Organisasi
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Gambar 31. Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone
(Sekretaris Duerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Asisten Daerah sebagai Pimpinan Unit Organisast)
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9. Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone

(Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala
Bagian sebagai Pimpinan Unit Organisasi)

Pada unit organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone
dengan struktur ini, kedudukan Pejabat Fungsional dan
pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Pejabat Level 1 yaitu Asisten Daerah, dengan kata lain
Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana
pada struktur ini adalah Asisten Daerah. Kepala Bagian yang
merupakan Pejabat Level 2 dalam struktur ini berperan
sebagai Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit
organisasi ini sebagaimana tergambarkan pada gambar diatas
dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Sekretaris Daerah
yang menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja.
Perjanjian kinerja tersebut digunakan sebagai dasar
penentuan Asisten Daerah sebagai penanggung jawab atas
target kinerja tertentu. Selanjutnya Asisten Daerah selaku
Perjabat Penilai Kinerja berdasarkan perjanjian Kkinerja
vang telah ditetapkan dan dibagi oleh Sekretaris Daerah
akan membagi dan menunjuk Kepala Bagian sebagai
penanggung jawab atas target kinerja tertentu. Sebagai
tindak lanjut dari pembagian penanggung jawab target
kinerja, Asisten Daerah atas rekomendasi Kepala Bagian
menugaskan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk
membantu pelaksanaan tugas Kepala Bagian.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil pertimbangan atas
kebutuhan jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional
dan pelaksana, serta kebutuhan pelibatan Pejabat
Fungsional atau pelaksana dari lintas unit organisasi
untuk membantu menyelesaikan target kinerja Kepala
Bagian.

Kepala Bagian merumuskan strategi pelaksanaan
pencapaian target kinerja yang terdiri dari penentuan
pelaksanaan tugas dalam bentuk Tim Kerja atau individu,
penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan atas
Ketua Tim. Penyelesaian target  kinerja  yang
membutuhkan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana dari lintas unit organisasi harus melalui proses
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana
lintas wunit organisasi. Proses permohonan pelibatan
dijelaskan dalam Gambar 20, Gambar 21, dan Gambar 23.
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Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan,
Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja
secara individu maupun tim kerja bersama Kepala Bagian
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran
untuk pencapaian target kineria.

Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan
rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat
Fungsional atau pelaksana. Penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut disesuaikan
dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran vang
telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan
dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai
perannya. Pembagian peran dilakukan berdasarkan
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional
atau pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak vang
terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud
terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan,
tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu oleh Kepala Bagian dan/atau Ketua Tim.
Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan
target, disampaikan kepada Kepala Bagian oleh individu
atau ketua tim.

Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi, Kepala Bagian meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang
telah sesuai dengan target disampaikan kepada Asisten
Daerah untuk ditinjau. Hasil pelaksanaan kegiatan vang
sesuai dengan target ataupun ekspektasi disampaikan dan
ditinjau oleh Sekretaris Daerah. Pelaksanaan kegiatan
dinyatakan selesai setelah Sekretaris Daerah menerima
hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai
dengan target yang diharapkannya.

Mekanisme kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Bone (Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan
Kepala Bagian sebagai Pimpinan Unit Organisasi) dapat
diilustrasikan pada gambar 32.
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Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone
Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala Baglan sebagal Pimpinan Unit Organisasi
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Gambar 32. Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone (Asisten Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala Bagian sebagai Pimpinan Unit Organisast)
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Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone

(Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit
Organisasi)

Pada unit organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone
dengan struktur ini, kedudukan Pejabat Fungsional dan
pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Pejabat Level 2 yaitu Kepala Bagian, dengan
kata lain Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional dan
pelaksana pada struktur ini adalah Kepala Bagian. Kepala
Bagian yang merupakan Pejabat Level 2 juga berperan sebagai
Pimpinan Unit Organisasi. Mekanisme kerja pada unit organisasi
ini sebagaimana tergambarkan pada gambar diatas dapat
diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahapan Perencanaan dimulai dari Sekretaris Daerah
yang menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja.
Perjanjian kinerja tersebut digunakan sebagai dasar
penentuan Asisten Daerah sebagai penanggung jawab atas
target kinerja tertentu. Selanjutnya Asisten Daerah
berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan
dibagi oleh Sekretaris Daerah akan membagi dan menunjuk
Kepala Bagian sebagai penanggung jawab atas target kinerja
tertentu.

Kepala Bagian merumuskan strategi pelaksanaan
pencapaian target kinerja yang terdiri dari penentuan
pelaksanaan tugas dalam bentuk Tim Kerja atau individu,
penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau
pelaksana lintas unit serta penentuan kebutuhan atas Ketua
Tim. Penyelesaian target Kkinerja vyang membutuhkan
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dari lintas unit
organisasi harus melalui proses permohonan pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit organisasi.
Proses permohonan pelibatan dijelaskan dalam Gambar 20,
Gambar 21, dan Gambar 23.

Pada tahapan terakhir dari proses perencanaan,
Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara
individu maupun tim kerja bersama Kepala Bagian
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran
untuk pencapaian target kinerja.
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b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian
pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional
atau pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan
dan anggaran tersebut disesuaikan dengan rencana
pelaksanaan Kkegiatan dan anggaran yang telah disusun
sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat
Fungsional atau pelaksana sesuai perannya. Pembagian
peran dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional
atau pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang
terkait dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud
terkait sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi
tidak terbatas pada hal-hal tersebut saja. Monitoring
perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan
kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu- waktu oleh
Kepala Bagian dan/atau Ketua Tim. Hasil pelaksanaan
kegiatan yang sudah sesuai dengan target, disampaikan
kepada Kepala bagian oleh individu atau ketua tim.

c. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Kepala Bagian meninjau hasil
pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah
sesuai dengan target disampaikan kepada Asisten Daerah
untuk ditinjau. Hasil pelaksanaan kegiatan yang sesuai
dengan target ataupun ekspektasi disampaikan dan ditinjau
oleh Sekretaris Daerah. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan
selesai setelah  Sekretaris Daerah menerima  hasil
pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan
target yang diharapkannya.

Mekanisme kerja pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Bone (Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai
Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi) dapat diilustrasikan
pada gambar 33.
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Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone
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Gambar 33. Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone (Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi)
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BAB III
PENUTUP

Penyederhanaan birokrasi dilaksanakan melalui tiga tahapan
dengan penyesuaian sistem Kkerja merupakan tahapan terakhir.
Penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui perbaikan dan
pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis dengan
memanfaatkan sistem pemerintah berbasis elektronik. Dengan
adanya penyesuaian sistem kerja tersebut diharapkan pelaksanaan
tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan dalam suatu
sistem kerja dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan
keterampilan. Perbaikan dan pengembangan mekanisme Kerja dalam
sistem kerja ini memberikan keluasaan pada pimpinan untuk

menyusun strategi pencapaian target kinerja.

Oleh karena itu, penyesuaian sistem kerja ini merupakan faktor
penentu bagi keberhasilan pelaksanaan penyvederhanaan birokrasi.
Peraturan Bupati ini digunakan sebagai acuan bagi penyesuaian

sistem kerja yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bone.

'A. PAHSAR M. PADJALANGI



